
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERII{ANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANA.IT BUDIDAYA

PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

NOMOR \5I /PER-DJPB/20 i9
TENTANG

PE"IUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KAWASAN AKUAKULTUR

DENGAN PENDEKATAN EKOSISTEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

Menimbang :

Mengingat

a. bahwa dalam rangka menjaga keberadaal kawasan

akuakultur di Indonesia, perlu diterapkan pengelolaan

kawasan akuakultur dengan pendekatan ekosistem;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimalsud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang

Petunjuk Teknis Pengelolaan Kawasan Akuakultur

Dengan Pendekatan Ekosistem;

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan (Lembaran Negara RepubliklndonesiaTahun

2OO4 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2OO9

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09

Nomor 154, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2oO7 telrlang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

\{/s



4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Pembudidayaan lkan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 166);

5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementeriar Kelautan dan Perikanan (Icmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.25/MEN/2O12 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang Undangan di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/20 17 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautar dan
Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang
Pembentuka-n Peraturan Perundang Undangan di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
ls21);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Pe kanan Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dar Tata
Kerja Kementerian Kelautar dan Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22O)

sebagaimana telal diubah dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 7/ PERMEN-KP/2O 18

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan
dart Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2O 17 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DIREKTUR JENDERAI PERIKANAN
BUDIDAYA TENTANG PSTUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
KAWASAN AKUAKULTUR DENGAN PENDEKATAN
EKOSISTEM.



Pasal 1

Petunjuk teknis pengelolaan kawasalt akuakultur dengan pendekatan

ekosistem dimaksudkan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan
yang akan menerapkan dan menilai cara pengelolaan kawasal akuakultur
dengan pendekatan ekosistem di Indonesia.

Pasal 2

Petunjuk teknis pengelolaan kawasan akuakultur dengan pendekatan

ekosiStem sebagaimala dimaksud dalam Pasal 1 meliputi, cara penerapan

dan cara penilaian tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

Peraturar Direktur Jenderal ini mulai bcrlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 ltei t9

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

SLAMET SOEB.'IAKTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Humas,

ttd



LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR \9ZI /PER DJPB/201S
TENTANG PE"TUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN KAWASAN
AKUAKULTUR DENGAN PENDEKATAN
EKOSISTEM

CARA PENERAPAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuakultur dikembangkan pada masyarakat untuk mengantisipasi

terbatasnya pasokan ikan hasil perikanan tangkap, peningkatan

kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, serta turut berperan

mengurangi tekanan dari kegiatan penangkapan ikan. Pemerintah

memberikan dukungan kepada masyarakat mela-lui anjuran untuk
kegiatan akuakultur yang bertanggung-jawab sesuai anjlurar. Code of
Conduct Responsible Fbh.eies dari pihal< FAO dengan menerbitlan dan

mensosia.lisasikan: (a) berbagai petunjuk teknis cara budidaya ikan sesuai

metode budidayanya (ekstensif, semi intensif dan intensif) dan sesuai

dengan jenis komoditasnya; (b) sertifikasi cara budidaya ikan yang baik; (c)

pengelolaan akuakultur berbasis zonasi pemanfaatannya (sesuai RTRW dan

RZWP3K) dan kemampuan daya dukung lingkungan serta (d) cara
pengelolaan akuakultur berbasis kawasan untuk efisiensi pemanfaatan

sumber daya alam dan pengelolaan, melalui kegiatan minapolitan,
industrialisasi perikanan, klasterisasi akuakultur dan pengelolaan

akuakultur pada kawasan prioritas perdesaan nasional. Meskipun

Pemerintah telah banyal< mensosialisasikan anjuran pengelolaan

akuakultur yang bertanggung jawab, kegiatan pada sentra/kawasan

akuakultur hingga saat ini masih berpotensi menimbulkan kerugian

terhadap lingkungan dan menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Kasus

pengaduan akibat aktivitas akuakultur yang melebihi kemampuan daya

dukung lingkungan menyebabkan masyarakat menuntut agar kegiatan

akuakultur di Danau dan Waduk dibatasi. Kasus perambahan kawasan

mangrove untuk pembukaan lahan pertambakan dan pencemaran

lingkungan akibat buangan limbah akuakultur yang tidak sesuai dengan

standar mutu lingkungan merupakan hal yang sering diadukan masyarakat

akibat aktivitas pertambal<ar udang.
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Selain itu, kasus pengaduan masyarakat pembudidaya ikan di sungai
Kalimantan dair Sumatera akibat dampak pencemaran lingkungan dari
aktivitas pihak lain merupakan ha1 yang sering dilaporkan dimedia sosial.
Semua kasus pengaduan masyarakat tampaknya disebabkan oteh ketidak
patuhan para pelaku pencemaran dalam mengelola aspek lingkungan.
Akibat ketidakpatuhan tersebut dan lemahnya pengawasan menyebabkan

Pemerintah mengalami kesulitan dalam melakukan pemulihan mutu
lingkungan dan penegakan hukum. Pemcrintah perlu segera mencari solusi
untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanganan kejadian seperti
ini yang dapat menyebabkan kemsakan lingkungan dan mengakibatkan
konflik sosial. Sejak pihak FAO merekomendasikan konsep Ecosgstem

Approach to Aquaqiture untuk cara pengelolaan akuakultur yang

memperhatikar peran ekosistem di kawasan akuakultur agar tetap
terpelihara, memperhatikan aspek maniaat di bidang sosial dan ekonomi,

dan mempertimbangkan rencana pengembangan akuakultur dengan

kepentingan pihak lain, maka sejal< tahun 2014 pihak Dirjen perikanan

Budidaya dan WWF lndonesia mulai mencoba menerapkan konsep ini
dalam upaya mewujudkan cara pengelolaan kawasan akuakultur yang
efisien, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hasil kerJasama ini
selanjutnya akan digunakan oleh Ditjen Perikalan Budidaya untuk
menjrusun Petunjuk teknis pengelolaan kawasan akuakultur dengan
pendekatan ekosistem yang dapat digunakan pemerintah Daerah sebagai

acuan untuk mengelola kawasan akuakultur.
Tujuan dan Marfaat
l. Tujuan Petunjuk teknis pengelolaan kawasan akuakultur dengan

pendekatan ekosistem ini adalah memberikan pedoman bagi

Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk
mengelola kawasan akuakultur dengan pendekatan ekosistem yang

produktif, eflsien, menguntungkan, dan berkelanjutan.

2. Manfaat yang akan diperoteh dalam pengelolaan kawasan akuakultur
dengan pendekatan ekosistem ini adalah;

a. pemeliharaan peran dan fungsi ekosistem di kawasan akuakultur;
b. peningkatan manfaat dan keuntungan sosial ekonomi dari

keberadaan kawasan akuakultur; dan

c. perencanaan pengembargan akuakultur yang terintegrasi dengan

kepentingan sektor lain.

Selain 3 (tiga) manfaat utama yang diperoleh, manfaat tambahan lain
adalah:
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(a) penguatan daya saing produk akuakultur di pasaran melalui
upaya penurunan biaya produksi (perizinan, penyediaal sarana
produksi, sertifikasi produk akuakultur, dan pemasara-n) serta

penjaminan produk akuakultur dari kawasan yang terkelola dengan
pendekatan ekosistem; (b) penguatan peluang/jaminan
keberlanjutan usaha akuakultur dan (c) peningkatan aliran
investasi.

Pengertian

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Akuakultur Dengan Pendekatan Ekosistem (Ecosgstem approach to

aquaculture-EAA), yang selanjutnya disebut ADPE adalah suatu strategi

yang mengintegrasikan kegiatan akuakultur dalam ekosistem yang

lebih luas sehingga mendorong pembangunan berkelanjutan,

kesetaraan, dal ketaharral sistem sosial ekonomi yang saling terkait.

2. Kawasan adalah bagian wilayah yang memiliki fungsi tertentu yang
ditetapkan berdasarkan kriteria karalteristik frsik, biologi, sosial, dan
ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

3. Kawasan ADPE adalah suatu kawasan akuakultur yang memiliki
batasart administratif dibentuk berdasarkan kemudahan cara
pengelolaannya di area/wilayah yang memiliki kesamaal fungsi
ekosistem.

4- Daya dukung lingkungan yang selanjutnya disebut carrying capacitg
adalah kemampuan suatu lingkungan atau ekosistem dalam
mendukung kehidupan semua makhluk yang ada didalamnya secara

berkelanjutar.
5. Perairar bebas adalah perairan yang tidak dimiliki oleh perseorangan

atau kelompok tertentu, yang meliputi bendungan, cek dam, danau,
laut, rawa, saluran irigasi, situ, sungai, telaga, waduk dan lainnya,
yang pemanfaatannya diatur oleh Negara.

6. Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRIV

adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah, dan yang
berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana
struktur ruarg wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan

kawasan strategis, ara.l.an pemarfaatan ruang wilayah, dan ketentuan
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

7. RZWP3K atau Rencana Zonasi Wilaya}t Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

adalah rencana pemanfaatan ruarrg di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan
perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada

kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilaksanakar
dan tidak boleh dilaksanakan serta kegiatan yang hanya dapat

dilal<sanakal setelah memperoleh izin.



8. nasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan mang

melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi

sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang

berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.

9. Kelompok Pembudidaya lkan, yang selanjutnya disebut POKDAKAN

adalah kumpulan pembudidayaan ikan yang terorganisir.

10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas

teknis di bidang perikanan budidaya.

11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusajl
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



BAB II

PRINSIP DAN SIKLUS ADPE

A. Prinsip ADPE

Penerapan ADPE dalam pengembangan perikanan budidaya dan
pengelolaan kawasal akuakultur harus memperhatikan 3 (tiga) prinsip,
yaitu: l) keberlanjutan ekosistem, 2) kesejahteraan yang berkeadilan, dan 3)

tata kelola yang terintegrasi.

Prinsip pertama yaitu keberlanjutan ekosistem. prinsip ini terkait dengan
pengelolaan kawasan akuakultur dengan memperhatikan parameter-
paJameter peran dar fungsi ekosistem dan keanekaragamar hayati

didalamnya, yaitu antara lain metiputi pengembangan akuakultur harus

memperhatikan fungsi dan layanan ekosistem yang dihubungkan dengan

manfaatnya bagi masyarakat. Prinsip ini meliputi 3 (tiga) aspek penting

yang harus diperhatikan, yaitu: (a) aktivitas akuakultur pada suatu kawasan

harus sesuai daya dukung lingkungan; (b) kegiatan akualultur harus

dikelola secara berkelanjutan; dan (c) pengelolaan lingkungan kawasan

akuakultur yang baik akan menjamin peran dan fungsi lingkungan dan
ekosistem serta keanekaragaman hayati didalamnya berjalan sesuai yang

diharapkan.

Prinsip kedua yaitu kesejahteraan yang berkeadilan. Prinsip ini terkait
dengan manfaat sosial dan keuntungan ekonomi dari kegiatan pengelolaan

kawasan akuakultur, yaitu pengembangan akuakultur harus diorientasikan
pada kesejahteraan masyarakat secara proporsionat (berkeadilan) diantara
pemangku kepentingar, terutama berkaitan dengan ketersediaan dan
keamanan pangan dar lapangan ketja serta pendapatan masyarakat.
Prinsip ini meliputi 2 aspek penting, yaitu kepedulian dan penghormatan
(raspecl) terhadap aspek sosial dan kelayakan usaha (keuntungan) dari
aspek ekonomi.

Prinsip ketiga yaitu tata kelola yang terintegrasi. Prinsip ini terkait dengan

pentingnya adanya harmonisasi antara pengembangan perikaran budidaya

dan pengelolaan kawasan akuakultur dengan penbangunan sektor lain
yang ada disekitarnya. Untuk itu pengelolaan kawasan akuakultur hams
diintegrasikan secara lintas sektor maupun lintas kebijakan, dan

terintegrasikan dengan tujuan pembangunan seczrra umum (keterpaduan

multisektor). Prinsip ini melibatkan: (a) adanya peran kelembagaan, (b)

adanya peraturan, (c) perlunya kepatuhan/ penegakan hukum, (d) adanya

partisipasi masyarakat, (e) perlunya sinergitas instansi pemerintah, dan (0

adanya kegiatan monitoring dan evaluasi,



1. Prinsip Keberlanjutan Ekosistem
Prinsip keberlanjutan ekosistem melalui pendekatan balwa aktivitas
akuakultur pada suatu kawasan perlu disesuaikan dengan: (a) RTRW

dan RZWP3K, (b) sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan,
(c) teruji tidal< mencemari dan/atau memsak lingkungan, (d) berada di
lokasi yang mendapat jaminan pasokan kebutuhan air baik kualitas
maupun kuantitas, dan (e) tidak berdekatan dengan sumber
pencemaran. Pengelolaan akuakultur berbasis daratan seperti di kolam,
tambak, atau bak pelihara ikan lainnya perlu mempertimbangkan
penggunaarl metode pembudidayaan ikan yang akan diterapkan
(ekstensif-intensif) berdasarkan dari cara pengolahan timbah
akuakulturnya. Semakin intensil metode pembudidayaan ikan
menuntut cara pengendalian limbah akuakultur yang lebih ketat agar
tidak mencemari dan merusak lingkungan. Pengendalian dampak
pencemar.rn lingkungan akibat aldivitas akuakultur berbasis daratan
dilakukan dengan memonitor secara periodik kadar limbah akuakultur
dengan prinsip kadar komponen Limbah akuakuttur (seperti bahan
orgarik, total nitrogen, total fosfat, dan tainnya) yang dilepas tidak lebih
buruk dari kadar komponen yang sama pada perairan umum tempat
lokasi pembuangal air limbah tersebut. Pengelolaar akuakultur di
Perairan bebas perlu mempertimbangkan Daya dukung lingkungan
sehingga jumlah biomass ikarr yang dibudidayal<an tidak melebihi batas

tampung maksimum. Pembatasan jumlah biomass ikan budidaya
berdasarkan daya tampung lingkungan bertujuan untuk memberi

kesempatan pada lingkungar dalam menetralkan (self puifi.cation)

dampak limbah akuakultur terhadap lingkungan. Pendekatan ka\Masan

akuakultur yang dikelota secara berkelanjutan bertujuan untuk
menghindari kegagalan proses produksi akibat dari keterbatasan sarana
produksi akuakultur yang tidak sesuai mutu dan jumlah, serangan
penyahit dan adanya alih fungsi lahan yang tidak ditangani dengan baik.
Dalam hal kegiatan alih fungsi lahan untuk akuakultur, penanganannya

perlu dilakukan dengan baik agar tidak berdampak
menurunkan/mengganggu fungsi ekosistem. Jumlah pembudidaya ikan
yang memiliki sertifikat cara pengelolaan budidaya ikan yang baik juga

mempengaruhi keberlanjutan ekosistem. Penilaian untuk mendapatkan
sertifikat cara pengelolaan budidaya ikan yang baik pada umumnya
meng.rkur kesesuaian cara membudidayakan ikan dengan rujukan
teknis dari pemerintah, upaya menghindari pencemarar dan kerusakan
terhadap lingkungan, dampak dad aspek sosial dan penerapan tingkat
kesejahteraan ikan lAnimal weljare ).



Keberlanjutan ekosistem melalui pendekatan pengelolaan lingkungan
perlu ditakukan dalam rangka menjamin peran dan fungsi lingkungan
berjalan sesuai yarlg diharapkan bertujuan agar aktivitas di kawasan

akuakultur tidak mencemari dan merusak lingkungan di sekitarnya. Hal
yang perlu dipertimbangkan dalam pendekatan ini adalah: (1) penerapa!
standa-r pemenuhan persyaratan lingkungar untuk kegiatan
akuakultur, (2) penerapan pelal<sanaan kegiatan monitoring mutu
lingkungan, dan (3) upaya perlindungan keaneka-ragaman hayati dan
habitat.

2. Prinsip Kesejahteraan Berkeadilan
Penerapan prinsip kesejahteraan berkeadilan dipengaruhi oleh 2 aspek,
yaitu aspek sosial dan aspek ekonomi. penerapan melalui aspek sosial
dilakukan dengan tujuan untuk: (t) menghindari konflik sosial, (2)

membuka peluang kerja bagi masyaratat, darr (3) menyediakaa jaminan

sosial bagi pembudidaya ikan.

Penerapan melalui aspek ekonomi dilakukan dengan tujuan untuk: (1)

penguatan status kepemilikan lahan, (2) penguatan penumpukan modal
di kaiangarr pembudidaya ikan, (3) peningkatan akses untuk permodalan

dan pemasaran hasil akuakultur bagi pembudidaya ikan, (4)

penumbuhan pasar bersaing sempuma, (5) peningkatan pendapatan

pembudidaya ikan, (6) penguatan jumlah pembudidaya ikan yang

melakukan aktivitas menabung, dan (7) penguatan rasio keuntungan

usaha terhadap biaya produksi.

3. Prinsip Tata Kelola Terintegrasi

Penerapan prinsip tata kelola terintegrasi dilakukan melalui: (l)
penguatan kelembagaan yang berwenang mengelola kegiatan
akuakultur, (2) penyediaan peraturan untuk menata tokasi kegiatan
akuakultur dan perizinan usaia akuakultur, (3) perbaikan kepatuhan
dan penegakan hukum, (4) pelibatan partisipasi masyarakat utamanya
dalam penentuan tata ruang untuk kegiatan akuakultur, (5) penguatan
sinergitas antar Satuan Keda Perangkat Daerah dan (6) pengelolaan

kegiatan monitoring evaluasi dalam rangka penguatan tata kelola di
Wilayah tempat keberadaan kawasan akuakultur.

B. Siklus ADPE

Secara umum penerapan ADPE pada suatu daerah merupakan siklus yang

berkesinambungan, mulai dari tahap psrencanaan, adaptasi, implementasi,

dan monitoring dan evaluasi (monev). Hasil monev tersebut dipergunakan

sebagai baha-n masukan dalam peny.usunan perencanaan dan seterusnya

dilakukan upaya perbaikan pengelolaan secara berkesinambungan.



Dengan demikian, penorapan ADPE merupakan proses yang berkelanjutan,

dengan sasaran kinerja pengelolaan yang lebih baik dari wa-ktu ke wa-ktu.

Pada dasarnya setiap kawasan akuakultur di Indonesia telah menerapkan

beberapa substansi yang terkandung dalam prinsip ADPE, dengan tingkat

penerapan yang berbeda-beda.

Penerapan ADPE diawali dengan identifikasi terhadap kondisi eksisting,

kemudian dilakukan upaya perbaikan, dinilai kembali dan dilakukan upaya

perbaikan selanjutnya, demikian secara berkesinarnbungan. Secara

sederhana siklus penerapan ADPE dapat digambarkan sebagai berikut:

Perencanaan

Sebelum
EAA

Adaptasi

':/...........
|te;..... a::.'r..

I

Proses
Pe,alihan

lmplementasi

Monev

Gambar: Siklus ADPE ldladopsi dai dokumen EAFIA

srxLlJ5

5ll(lUS

Sesudah
EAA



BAB III

PERSIAPAN

Kegiatan yang perlu dilakukan Pemerintah dalam rangka persiapan penerapan

pengelolaan kawasan ADPE adalah: (1) sosialisasi penerapan ADPE kepada

seluruh pemilik kepenLingan, (2) penilaian status penerapan ADPE, {3)

pembentukan dan pembiayaan Tim pengelola kawasan ADPE, (4) penetapan

batas kawasan ADPE, da! (5) penlrusunan rencana pengelolaan kawasan ADPE.

A. Sosialisasi Penerapan ADPE

Sosialisasi perlu dilakukan Pemerintah setempat kepada semua pihak yang

ingin dilibatkan untuk menyamakan persepsi tentang konsep ADPE dan
penerapannya termasuk menjelaskan apa itu ADPE, apa maniaatnya,

bagaimana menerapkannya, dan ha-l lain seputar ADPE. Peserta yang perlu

dilibatkan dalam sosialisasi adalah (1) SKPD setempat (terutama Bappeda,

Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengelola Sumber Daya

Air dan SKPD lainnya), (2) Asosiasi Pembudidaya Ikan setempat, (3)

Perwakilan Kelompok Pembudidaya [kan, (4) Mitra Usaha Pembudidaya

Ikan, (5) Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati lingkungan dan Sosial)

dan (6) Tokoh masyarakat. Sosialisasi penerapan ADPE dapat

dimanfaatkan Pemerinta-h setempat untuk menilai dapat tidaknya suatu
kawasan akuakultur dikelola dengan pendekatan ekosistem.

B. Penilaian Status Penerapan ADPE

Penilaian status penerapan ADPE yang dilakukan oleh pihak independen

(berdasarkan syarat daI ketentuan auditor ADPE seperti pada penjelasar

dalam Cara Penilaiar) bertujuan agar Pemerintah setempat dapat

mengetahui status awal pengelolaan suatu kawasan akuakultur dalam
penerapan ADPE, Berdasarkan hasil penilaian awal tersebut, Pemerintah

setempat dapat memp€rtahankan cara pengelolaar kawasan yang sudah

ADPE dan/atau meningkatkan status penerapan ADPE.

C. Pembentukan dan Pembiayaal Tim Pengelola Kawasan ADPE

Setelah sepakat untuk menerapkan ADPE, pemerintah setempat perlu

membentuk Tim khusus. Tim khusus yalg dimaksud terdiri dari Tim

bentukan pemerintah setempat dan Tim bentukan pembudidaya ikan dari

kawasan ADPE.

Tim bentukan Pemerintah setempat sebaiknya terdiri dari Pengarah dan

Tim Pelaksana. Pengarah Pengarah sebaiknya dipimpin oleh Kepala Daerah

atau paling tidak oleh pejabat Bappeda setempat yang berperan

mengarahkan kebijakan pengelolaan akuakultur di wilayahnya.



Tim Pelaksana sebaiknya dipimpin oleh pejabat Bappeda setempat atau
minimal dipimpin oleh Pejabat dari Instansi yang membidangi perikanan

setempat dengan angota terdiri dari: (1) perwakilan SKpD; (2) Manajer
Kawasan ADPE; (3) perwakilan kelompok pembudidayaan ikan (pokdakan),
dan (4) pihak lain yang dianggap perlu terlibat. Tugas tim pelaksana adalah
menerima dan mempertimbangkan masukan dari pokdakan dan
masyarakat sekitar kawasan ADPE untuk menj,"usun rencana kegiatan,
melaksanakan kegiatan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan akuakultur
di kawasan ADPE. Manajer kawasan merupa_kan perwakilal Tim pelaksana
yang memiliki peran mengkoordinir kegiatan pengelolaan ADPE di suatu
kawasan. Pemerintah setempat dapat menugaskan penlruluh perikaran
atau aparat Dinas Perikanan setempat atau aparat perangkat
Desa/Kecamatan atau tenaga honorer untuk berperan sebagai Malajer
Kawasan. Pemerintah setempat juga berwenang menugaskan manajer
kawasan mengkoordinir kegiatan lebih dari satu kawasan ADPE. Marajer
kawasan berhak mengusulkan perombakan pokdakan berdasarkan
kesamaan penggunaan sumber air untuk akuakultur datam rangka

menyeragamkan cara pengelolaan dan mengoptimalkan hasil produksi. Tim
bentukan pembudidaya ikan atau disebut kelompok pembudidaya ikan
(pokdakan) adalah mereka yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikan
pada suatu kawasan akuakultur. Setiap pokdakan yafig dimaksud pada

umumnya memiliki kepengurusan yang terdiri dari I (satu) orang Ketua, 1

(satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang bendahara dan anggota yang jumlah

anggotanya disesuaikan dengan kemudahan berinteraksi, memiliki
kesamaan mutu sumber air yang digunakan darl kegiatan akuakuttumya
diarahkan dalam 1 (satu) manajemen pengelolaan (1 (satu) standar
prosedur operasional atau SPO). Keberhasilan penerapan ADPE untuk
pengelolaan suatu kawasan al<uakultur sargat ditentukan oleh kerja sama

antara pihak pemerintah setempat dengal pembudidaya ikan. pemerintah

setempat perlu memperhatikan dan msmelihara hubungan kerja yang
harmonis antara manajer kawasan dengan pokdakan dalam pengelolaan

kawasan ADPE. Untuk kepentinga! hal tersebut, pemerintah setempat

selalu penanggung jawab pengelola kawasan ADPE di wilayalnya dapat

memberikan dukungan operasional untuk pengelolaan kawasan ADPE.

Agar pembiayaannya efisien, Pemerintah setempat dapat

menetapkan/membentuk 1 (satu) pengarah, 1 (satu) Tim pelaksana dan

sejumlah manajer kawasan ADPE seperti penjelasan pada gambar l.
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D. Penetapar Batas Kawasan ADPE

Penetapan batas kawasan ADPE ditakukan berdasarkan kemudahan
pengelolaan dan pembiayaan, batas wilayal adminstratif dan kesamaan
Iungsi ekosistem. Kesamaan fungsi ekosistem dijadikan pertimbangan
untuk efektivitas pengelolaan kawasar ADPE. perbedaar fungsi ekosistem
(misalnya antaja ekosistem sungai dengan ekosistem rawa atau dengan
ekosistem laut) dapat menyebabkan perbedaan jenis komodiras budidaya
dal perbedaan cara pengelolaannya.

Batasan kawasan ADPE sebaiknya dicantumkan dalam peta untuk
memudahkan proses pengelolaannya. penetapan batas kawasan ADPE
dilakukan melalui: (1) pelingkupan (scoping), (2) penetapan zonasi, dan (3)

pemilihan tokasi.

Pelingkupan yang dimaksud bertujuan untuk memudahkan penj .rsunan
strategi pengelolaan dan pembangunan. Kegiatan yang perlu dilakukan
antara lain penelaahar peraturan dan perundangan terkait akuakuttur,
penyesuaian kebijakan akuakultur, identifikasi pemangku kepentingan,
peluang dan permasalahan secara umum, serta identifikasi spesies ikan
dan metoda pembudidayaan ikan yang akan dan/atau telah dikembangkan
di wilayah tersebut.
Zonasi akuakultur ditetapkan dalam rangka memudahkan pengaturan dan
meminima-lisasi risiko/dampak merugikan maupun konflik dengan

kepentingan pihak lain dan memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya

lahan/perairan yang tersedia. Zonasi juga bermanfaat untuk
mengendalikan penurunan kualitas lingkungan, memudahkan pengelolaan

artisipasi bencana maupun pengendalian hama dan penyakit (brbsecurity),

serta pengembangan prospek akuakultur di kawasan tersebut.
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Kegiatan yang perlu dilakukan dalam penetapan zonasi adalah identifikasi
kawasan yang sesuai untuk akuakultur, identifikasi peta permasalahan
dan risiko yang ada dalam zonasi, termasuk ancaman pencemara! maupun
bencana, menghitung perkiraan daya dukung lingkungan secara umum,
penetapan biosecuitA pada zonasi yang bersangkutan, serta rencana
pengaturan. Pemilihan lokasi akuakultur dimaksudkan untuk
meminimalisasi risiko dan mengoptimalkan pencapaial produksi pada

lokasi pengembangan yang baru. penetapan lokasi akuakultur diarahkan
untuk menetapkan lokasi tertentu untuk kegiatan pembudidayaan ikan
dengal kapasitas produksi yang direncanakan dengan dampak negatil
lingkungan yang paling minimal. Kegiatan yang dilakukan yaitu melalukar
kajian secara lebih rinci tentang kesesuaian lokasi untuk akuakultur,
menghitung perkiraan daya dukung lingkungan secara lebih spesilik untuk
setiap lokasi, menetapkan rencana biosecurity dan pengendalian penyakit

ikan, serta pengaturan kewenaigan. Beberapa ha_l yang berkaitan dengan
perencanaan bioseanitg, antara lain berupa rencana tindak pencegahan

masuk dan menyebarnya patiogen ke da.lam dan antar kawasal mela.lui

berbagai media pembawa, seperti ikan, air, sarana produksi dan manusia.
PenJrusunan Rencana Pengelolaan Kawasan ADPE

Fokus pengelolaan kawasan ADPE agak berbeda dengan tujuan
pengelolaan pembudidayaan ikal pada umumnya. Pengelolaan kawasan
ADPE pertu lebih fokus pada target kegiatan agar status penerapan

ADPEnya menjadi lebih baik, sementara fokus pengelolaan pembudidayaan
ikan biasanya lebih ditujukan untuk memproduksi ikan dengan biaya lebih
murah dan memperoleh keuntungan setinggi mungkin. Untuk
menggabungkan dua kepentingan tersebut, pihak pemerintah dan
pembudidaya ikan perlu menyepakati bersama rencana penerapan
pengelolaan kawasan ADPE. Setelah sepakat menggunakan hasil penilaian
awal tingkat penerapan ADPE pada suatu kawas.rn akuakultur, Tim
Pelaksana perlu menyusun Rencana Pengelolaan (RP) kawasan ADPE. Rp
kawasan ADPE disusun dan diarahkan untuk memperbesar peluarg
keberlanjutan akuakultur dengan cara mempertahatkan nilai penerapan

ADPE yang sudah cukup atau baik dan mengupayakan agar nilai
penerapan ADPE berubah menjadi lebih baik dari semula nilainya kurang
(nilai 1) atau cukup (nilai 2) menjadi cukup atau baik (nilai 3). Parameter
yang diukur pada penilaian awal tingkat penerapan ADPE digunatan pada

tahap awal penerapan ADPE untuk mengelola suatu kawasan akuakultur.
Tim pelaksana perlu memilih parameter penilaian ADpE yang akan
digunakan dalam RP secara bijaksana sesuai kemampuan sumber daya
yang tersedia,



Tim Pelal<sana yang diwakili oleh Manajer Kawasan perlu
mensosialisasikal dan mempedomani RP kawasan ADPE untuk diterapkan
oleh seluruh anggota di kawasan ADPE. Tim Pelaksana perlu memonitor
progress penerapan ADPE secara berkala untuk menilai apal<ah penerapan
RP cukup efektif dalam upaya mendapatkan capaian hasil yang
diharapkal. Untuk mendorong agar pengetolaan kawasal akuakuttur
dapat aepenuhnya mengadopsi konsep ADPE, pemerintah setempat perlu
memberikan insentif. Insentif yang sesuai, baik berupa insentif ekonomi
ataupun yang lain perlu ditegalkan dalam peraturan dan perundangan,
lnsentif dapat mempengaiuhi pola pembangunan dan pengelolaan. Insentif
dilakukan untuk memotivasi para pihak untuk mengelola kawasar
akuakuttur secara berkelanjutan. Beberapa jenis insentif yang dapat
dikembangkan, antara lain:
a. penyempurnaan kerangka kerja institusi;
b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik melalui pendidikan,

penyediaan informasi dan pelatihan;

c. pemberian insentif ekonomi melalui kemudahan usaha bagi kelompok
pelaku usaha yang turut mewujudkan pengelolaarl kawasan ADPE

dengan baik seperti: dukungan penyiapan sarana prasarana produksi,

pen.rnganan masalah lingkungan dan penyakit, dukungan untuk
pembiayaan proses sertifrkasi akuakultur secara kolektif, dukungan
permodalan, penyediaan asuransi usaha, dukungan penguatal aspek

hukum/tegal, dan kemudahan pemasarar yang lebih menguntungkan

serta dukungan lainnya.



BAB IV

PELAKSANAAN

Dalam pengelotaannya, suatu kawasan ADPE dapat terdiri dari sejumlah sub
kawasan yang memiliki perbedaan mutu sumber airnya. Agal. pengelolaannya berada

dalam I (satu) manajemen, Manajer kawasan perlu menetapkan sub kawasan

berdasarkan perbedaan mutu sumber air yang digunakan. Setiap sub kawasan yang

berbeda mutu sumber airnya perlu dikelola oleh minima.l I (satu) pokdakan.

Pelaksanaan penerapar konsep ADPE oleh pokdakan dilakukan melalui penggunaan

SPO yarg disepakati bersama Manajer kawasan (i pokdakan I SPO). Penlusunan

SPO harus mempe rtimbangkan pedoman dar/atau petunjuk teknis yang berlaku.

Penggunaan SPO ini bertujuan agar tidak bertentangan dengan kebijakan
pengelolaar akuakultur dari pemerintah setempat, menghindari gagal panen dan

memperbesar keuntungan usaha. Setiap pokdakan perlu memastikar agar proses

produksi akuakulturnya diupayakan seragam, mulai dari persiapan proses produksi

dan penggunaan sarana produksi, pola penyediaan air, jadwal tebar, proses produksi

termasuk pola pencegahan dan penanganan penyakit, dan penalganan dalam proses

panen. Contoh cek list standar prosedur operasional milik pokdakan sesuai formulir

1. Pelaksanaan pengelolaar kawasan ADPE yang dikoordinir oleh manajer kawasan

dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan kawasan ADPE yang ditetapkan oleh

Tim Pelaksana. Dalam penerapan prinsip ADPE, manajer kawasan perlu

mengupayakan agar pengelolaan kawasan akuakultur sesuai dengan penerapan

prinsip ADPE.

A. Penerapan Prinsip Keberlanjutan Ekosistem

Untuk menerapkan prinsip keberlanjutan ekosistem, selumh pihak perlu

memastikan bahwa keberadaan kawasan ADPE sesuai dengan RTRW dar
RZWP3K dalam rangka menjamin kepastiar kegiatan akuakultur tetap

berkelanjutan. Tim pelaksana perlu menetapkan metoda akuakultur/anjuran
teknis yang digunakan sesuai dengan kemampuan pembudidaya ikan di kawasan

ADPE dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pengelola

kaurasan ADPE perlu mematuhi dan menerapkan metoda aluakultur/anjurart
teknis sesuai yang ditetapkan oleh Tim Pelaksara. Kawasan ADPE berbasis

darata!, seperti kawasan perkolaman/ pertambakan dan wadah budidaya

tertutup lainnya, yang menerapkan metoda akuakultur secara intensif wajib

memiliki sistim pengolahan limbahnya yang berfungsi dengan baik. Jika kawasan

ADPE berbasis daratan belum memiliki sistim pengolahan limbah yang baik

maka metoda akuakultur yang diterapkan sebaiknya menerapkan pola budidaya

ekstensif atau maksimum semi-intensif, sepanjang dapat diyakinkan bahwa

limbah yang dibuang tidak mencemari lingkungan.



Jenis parameter mutu limbah akuakultur penting yang harus diamati adalah: (1)

kad.ar Biotogical Oigen Demand (BoD) , 12) kadar Clemicat Oxtgen Demand (COD) ,

(3) kadar oksigen terlarut, (4) tingkat kecerahan air, (5) kadar total bahan organic,

(6) kadar total nitrogen, dan (7) kadar total phosphorus.

Pencegahan pencemaran lingkungan akibat aktivitas akuakultur di Perairan

bebas dilakukan dengan cara membatasi jumlah biomass ikan yang

dibudidayakan agar tidak melampaui daya dukung lingkungan. Tim Pelaksana

perlu menetapkan batas maksimum biomass ikan yang dibudidayakan pada

suatu kawasal Perairan bebas dalam suatu peraturan yang diketahui oleh

seluruh pihak. Pengelola kawasan ADPE perlu mematuhi dan memperhatikan

batas maksimum biomass ikan yang dibudidayakan sesuai yang ditentukan oleh

Tim Pela]<sana. Apabila kajian daya dukung belum tersedia maka Pemerintah

perlu melakukan kajian daya dukung lingkungan pada kawasan tersebut.

Apabila terindikasi adanya pencemaran dan ken.rsakan lingkungan akibat

aktivitas dari kawasan ADPE, seluruh pihak bertanggung jawab sepenuhnya

menangani dan memulihkar dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan,

Hal yang sama berlaku apabila terindikasi adanya pencemaran lingkungar yang

memberikan dampak merugikan aktivitas di Kawasan ADPE.

Untuk menghindari resiko pencemaran lingkungan yang merugikan aktivitas

akuakultur di Kawasan ADPE, selumh pihak perlu mengidentifikasi potensi

sumber pencemaran yang berada di dekat kawasan ADPE dan mengantisipasinya

agar tidak memberikan dampak merugikan. Se lain itu, seluruh pihak diwajibkan

melaksanal<an kegiatan monitoring lingkungan rutin di wilayahnya. Pokdakan

harus melakukan kegiatan monitoring lingkungan secara rutin sebagaimana

tercantum da.lam SPO. Seluruh pihak perlu menjamin kebutuhan air baik secara

kuantitatif maupun kualitatif untuk proses produksi akuakultur di kawasaa

ADPE. Tim pelaksana perlu memastikan prasaraJra pemasok kebutuhan air

berfungsi dengan baik dan pengelola kawasal ADPE wajib menjaga dan

memelihara fungsi prasarana pemasok kebutuhan airnya. Selain menjamin

kebutuhan air, Tim Pelaksana perlu menjamin kebutuhan benih ikan dengan ciri:

(1) bersifat ramah lingkungan (bebas penyakit dan bukan jenis ikall yang

membahayakan lingkungan apabila terlepas ke Alam); dan (2) berkuatitas dengan

harga terjangkau. Seluruh pembudidaya ikan harya diperkenankar

menggunakan sarana produksi (benih ikan, pakan, obat ikan dan lainnya)

rujukan Tim Pelaksana dengan cara pemberian sesuai SPO yalg disepakati

bersama. Seluruh pihak perlu berupaya menjaga dan mencegah terjadinya

kegagalan produksi akibat penyakit di kawasan ADPE. Penerapan sistim klaster

(1 manajemen) di setiap sub kawasan bertujuan untuk mencegah dan

mengeliminir penyakit ikan menular berbahaya.



Seluruh pihal< perlu mendorong agar pembudidaya ikan memiliki sertifikat atas

produk budidayarya sesuai dengan yang dipersyarat-kan oleh pemerintah.

Semakin banya-k pembudidaya ikan yang memiliki sertifikat dimaksud

mengindikasikan bahwa standar produk akuakulturnya memiliki daya saing

yang tinggi karena mengikuti persyaratan pemerintah dan/atau persyaratan

konsumen/pihak pembeli. Pengelolaan akuakultur dengan sistim klaster

seharusnya memberi manfaat untuk menurunkan biaya sertifikasi proses

produksi dan produk akuakultur yang dihasilkan yang harus ditanggung oleh

pembudidaya ikan. Kegiatan alih iungsi habitat alam menjadi lahan akuakultur
perlu dihindari. Seluruh pihak sebaiknya memastikan bahwa kawasan ADPE

bukan berasal dari kegiatan alih fungsi lahan dan/atau hasil alih fungsi lahan

yang telah sesuai dengar ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas lingkungan.

Tim pelaksana sebaiknya memfasilitasi agar kawasan ADPE memenuhi

persyaratan lingkungan melalui penyediaan hasil kajian Analisa Dampak

Lingkungan (Amdal) atau penyediaan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS). Pemerintah setempat perlu memastikan bahwa pembudidaya ikan di
kawasan ADPE telah mengenal darl melaksanakan program perlindungan

keanekaragaman hayati dan habitat

B. Penerapan Prinsip Kesejahteraan Berkeadilan

Seluruh pihak perlu mencegah, meminimalisir dan/atau menjamin bahwa
konflik sosial a-ntar pembudidaya ikan maupun dengan masyarakat non
pembudidaya ikar baik di dalam maupun disekitar kawasan ADPE dapat segera
ditangani. Seluruh pihal< perlu memberikan dukungan dalam hal mendahulukan
kesempatan bekerja bagi masyarakat sekitar di bidang akuakultur. Dalam rangka
mewujudkan kegiatan akuakultur yang berkelanjutan dan menjarnin
kesejahteraan berkeadilan, seluruh pihak perlu memfasilitasi peningkatan
kompetensi bidang akuakultur baik untuk pekeda maupun bagi masyarakat
sekitar yang ingin mempelajari bidang akuakultur. Seluruh pihak perlu
memberikan dukungan bantuan sosial bagi mereka yang mengalami musibah,
kecetakaan kerja atau mengalami kegagalan usaha. Tim Pelaksana perlu
mengupayakan agar pembudidaya mudah mengakses asuransi sosial yang
terjargkau untuk jaminan usaha dan mendorong pengelola kawasan ADPE untuk
menyediakan jaminan sosial secara swadaya bagi anggotanya. Tim Pelaksana
juga disarankan agar: memfasilitasi pengelola kawasan ADPE untuk
mendapatkan mifta usaha yang sanggup menyediakan asuransi usaha bagi

pembudidaya ikan darl investor yang bermitra dengan koperasi masyarakat dan
menerapkan slaing economg I crowdfunding. Seluruh pihak perlu memberikan

dukungan kepada pembudidaya ikan agar dapat menguatkan status penggunaan

lahar untuk kegiatan akuakultur apal<ah dalam bentuk hak milik maupun hal<

guna usaha untuk mendapatkan jaminan usaha.



Selain itu, seluruh pihak perlu menguatkan kebiasaan pembudidaya ikan untuk
menabung dan menlsihkan keuntungannya untuk memperkuat kapasitas

usahanya. Seluruh pihak perlu memberikan dukungan agar pembudidaya ikan

mudah mengakses modal usaha sesuai dengan kebutuhannya. Semakin banyak
pembudidaya ikan yang mengakses ba:ntuan permodalan berpeluang mendorong

penguatan dibidang usaha akuakultur. Selain itu, Tim Pelaksana perlu

memfasilitasi pengelola kawasan ADPE untuk membuka peluang pasar dan

melindungi agar kondisi pasar untuk komoditas hasil akuakultur dapat bersaing

sempuma dan menguntungkan bagi pembudidaya ikan.

Untuk tetap mempertahankan kegiatan akuakultur sebagai andalan

perekonomian lokal, seluruh pihak perlu mengupayakal agar nilai keuntungan

usaha bagi pembudidaya ikan minimal sama atau dapat lebih besar dari modal

usahanya bahkan perlu mengupayakan agar pendapatan rata-rata dari

pembudidaya ikan minimal dapat disetarakar atau bahkan lebih besar dari Upah

Minimum Rata-rata setempa l.

C. Penerapan Prinsip Tata Kelola

Dinas yarlg membidangi kegiatan perikanan bersama Tim Pelaksana sebaiknya
berperan sebagai otoritas pemerintah setempat selaku pembina dan pengendali

kegiatan akuakultur di kawasan ADPE. Pemerintah setempat perlu memiliki
peraturan RrRW dan RZWP3K yang disusun berdasarkan hasil kajian untuk
kepentingan akuakultur di kawasan ADPE. Dalam penyusunan peraturan RTRW

dan RZWP3K untuk kegiatan al<uakultur, Pemerintah setempat perlu lebih
banyak melibatkan partisipasi masyarakat. Seluruh pihak perlu
mensosialisasikan kepatuhan dan penegakan hukum dalam ralgka mengeliminir
pelanggarar hukum di dan sekitar Kawasan ADPE. Otoritas tunggal ADPE harus
berkoordinasi dengan satuan kerja BPN, Kementerian PUPR, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, untuk mongharmonisasi
peraturan-peraturan dan melaksanakan pengawasan serta pelaporar on line
dengan satua-n keda-satuan kerja tersebut. Pemerintah setempat perlu mengatur
perizinan usaha akuakultur yang berbasis pada peraturan RTRW dan RZWP3K.

Khusus untuk kawasan ADPE di Perairan bebas, pemberian Din usaha perlu

berbasis pada daya dukung lingkungan untuk akuakultur. Pemberian izin usaha

akualultur perlu diatur sedemikian rupa agar biomass ikan yang dibudidayakan
dan limbah atau sisa timbah yang masuk ke dalam air atau lingkungan Lidak

melebihi batas maksimum yang dipersyaratkan sehingga tidak menimbulkan
pencemaran dan kerusakan lingkungan. Peran Tim Pelaksana sebaiknya

diarahkan untuk meningkatkan sinergitas antar Satuan Ke{a Perangkat Daerah

(SKPD) dalam pengelolaan akuakultur di kawasan ADPE. Efektivitas sinergi

antar SKPD dibutuhka! untuk menghindari adanya kebijakan/Peraturan yang

saling menghambat yang mengarah pada konflik kepentingan dan

mengefi siensikan pembiayaan pemerintah.



Melalui Tim Pelaksana, Pemerintah setsmpat perlu memiliki kegiatan monitoring
bersama untuk me[dukung kegiatan di kawasan ADPE dan memanfaatkan hasil
kegiatan monitoringnya untuk perbaikan dan perencanaan ke depan di Kawasan
ADPE.



BAB V

MONITORINC, EVALUASI DAN PELAPORAN

Kegiatan monitoring evaluasi (monev) dan pelaporannya bertujuan untuk memantau
dan menyempurnakan pengelolaan kawasan ADPE agar mencapai status penerapan

ADPE yarg diharapkal. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah memalrtau
kemajuan cara penerapan ADPE, mengidentihkasi dan mengantisipasi kendala dan
potensi kendala, Tim Pelaksana berkoordinasi dan mendorong harmonisasi kegiata!
dengan wilayah penyangga (hinterland), Penanggung jawab kegiatan monev dall
pelaporan pengelolaan kawasan ADPE adalah Tim pelaksana. Berdasarkan
kesepakatan bersama, Tim Pelaksana dapat berbagi tugas/kewenangan dengan
pihal< pokdakan untuk mengelola kegiatan tersebut. Kegiatan monev ditakukan
secara berkala dan pelaporan pengelolaan kawasan ADpE dilakukan minimal I (satu)

kali dalam setahun dan hasil kegiatan tersebut perlu ditaporkan secara berjenjang
kepada Pemerintah. Contoh dari lembar kerja monitoring evaluasi penerapan

pengelolaan kawasan ADPE sesuai formulir 2.



BAB VI

PENUTUP

Kunci keberhasilal dari penerapan pengelolaan kawasan ADPE berada pada
komitmen dan pelibatan attif dad seluruh pihak, serta mendapatkan pengakuan
nasional dari pemerintah pusat berupa Surat Keterangan tentang status penerapan
ADPE pada suatu kawasan akuakultur. Adapun tata cara untuk mendapatkan
pengakuan nasioaal tersebut adalah pihak yang meminta pengakuan terhadap status
penerapan konsep ADPE perlu mengajukan permohonan resmi kepada Direktorat
Jenderal, dengan persyaratan kawasan tersebut sudah menerapkan konsep ADPE

dan telah melaksanakar monev di kawasan ADPE yang sama minimal 2 (dua) kali
dalam 2 (dua) tahun. Surat Keterangan tentang status penerapan ADPE pada suatu
kawasal akuakultur berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun dan dapat dimanlaatkan
untuk berbagai kepentingan seperti pemasaran, investasi, dan lain-lain yang
berhubungan dengan akuakultur. Semua pihak baik sektor perikanan maupun
sektor lainnya diharapkan turut memberikan dukungar terhadap kelangsungan dan
keberadaaa kawasan ADPE.

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA.

SLAMET SOEEUAKTO

Salinan sesuai dengal aslinya
Kepala Bagian Hukum, Ke{a Sama dan Humas,

ttcl

f.
Ra ati



DAMAR FORMULIR

CARA PENERAPAN

NO

FoR M I] I,I R

ISI F'ORMULIR

1 Contoh check list Standar Prosedur Operasional (SPO) Milik

Pokdakan

2 Contoh format Monev dan Pelaporan Kegiatan Penerapan

Pengelolaan Kawasan ADPE



Nama Kelompok Pembudidaya Ikan
K€tua Kelompok
Jumlah Anggota

Metoda Budidalr
Luas area budidaya

Tanggal terbit

Akuakultur Jaya Abadi

lman l. Barizi/ HP. 08ll xxxx xxxx
20 pengelola Iahan akuakulor
Ekstensif dd S€mi I.re.rif
100 Ha

Kawasan pertambakan udang Desa A, Kecamatan B. Kabupaten C, Provinsi D
25 Desember 2018.

No Tahapan Proses
Produki

Kesepakaran Keterangan

I Peny€diaa! saraoa
produksi
t. Sumber air
2. Benih

3. Pakar

4. Pupuk/Obat-

5. r,ainnya

l. Menggunakan cam yangdisepakati
kelompok (jelaskan halhal yang
disepakali be*ai1ah dengan sumb€r
air)

2. (Jelaskan rincian tentang kebutuhan
benih ikan)

3. (Jelaskan rincian teotang
kesepakatan p€nggunaan pakan)

4. (Jelaskan rincian tentang
kesepakatan penggunaan obat-
obatan)

5. (Jelaskan .....)

(Contoh)
l. Sumber air yang digunakan berasal dari

hanya I saluran irigasi
2. Padar teb&malsimum udang = 40

ekor/m2

Padat tebar maksimum bandeng
dibebaskan

3. Dosis dan cara pemberian pakan bualan
dibebaskan sepanjang tingkal konversi
pakaDnya efisien (FCR < I,8)

4. M€nggunakan dosis dan cara pembenan
yang discpakati Kelompok

5. Menggunal,an dosis dan cam pem&rian
yang disepakati Kelompok

2 P€rsiapar wadah l. Pmgeringan/p€nyucihamaan
wadah

2. Pengisian dan pemb€ntukan air

Sesuai SPO persiapan wadah

3 Proses Produksi Jelaskan :

l. Penebarah dan kalender budidaya
2. Pemantauadsamplingkondisi

kesehatan ikan
3. Pengendalianpenyakit
4. MoDitoring mutu linSkungan

L Sesuai SPO Penebaran dan kalendcr
budidaya

2. Sesuai SPO Sampling
3. Sesuai SPO Pengendalian Peryakit lkan
4. Sesuai SPO Monitoring Mutu Lingkungan

lerutana penentuan prram€l€r mutu
lingkun8an (sumb€r air dar an buangan)
yang dimon itor (seperti: pH, suhu, dan
kecerahan ah) dan cara melakukan
monitoring mutu tingkungan.

.1 Panen PcBiapar panen, Pemanenan,
Penanganan dan pemasaran hasil panen

Sesuai SPO penanganan panen

5 P€laporan Dokumentasi r€kapitulasi pencatalan
laporanproses produlsi akuakultur

Pemenuhan penempan prinsip ketefl elusumn
(truceability)

Formulir l. Contoh chect list Standar Prosedur Operasional (SPO) milik pokdakan



Formulir 2. Contoh format Monev dan pelapomn kegiatan penerapan pengelolaan Kawasan ADPE

Nama frawasan ADPE
KoEoditas utama

Luas Kawasan

Jenis l,aporan
Waktu Penyusunan Laporan

Kswasan Budidaya Air Payau Dssa A, Kecamatan B, Kabupaten C, provinsiD

Udang (berdasarkan j umlah produki)
1000 Ha

Laporan kemajum P€nerapan ADPE
25 Dcs€mber 2018.

Tim Pelaksalla

\o TaBet Kegiaian
(Prinsip ADPE-

Parameter)

Target Capaian

Ta]],gEal ll/l2n01A
Kendala Penanganan

I Prinsip I

Akuakultur sesuai
Rcncana Tata
RuanA & Wilayah

Belum sesuai (Nilai
r)

Sesuai draft Perda
RTRW (Nilai 2)

Perda tentang
RTRW b€lum
disahkan

Mcnunggu Perda
RTRW terbit

2 Prinsip I - Lebih
dati lOYo

lingkungan yang
diperika tidak
terccmat

5 parameter

menc€mari
lingkungan (Nila; 2)

t. BoD-
mencemari

2. COD -
mencemari

3. rr,
4. Kecemhatr aiI -

5. Totalbahan
organik

6. Tolal N -
mencemari

7. Total P -
mencemari

I parnmeter

lbgkungan (nilai 2)

I

2

3

4
5

6

'|

BOD -

coD
DO
Kecerahan air
Total bafian
organik
Toral N

Total P -

Masih ada
pembudidaya yang
membuang
limbahnya tanps
diolah terlebih
dahulu.

Sosialisasi
penanganan

linBkungan

3 Prinsip2-.....
4 Prinsip 3 -

Status Awal
Tanggal0l/01/2018

Catatan: Pammeler
mutu lingkungan
y.ng diukur
ditetapkan oleh
Dinar Lingkungan
Hidup & Dinas
Perikanan



LATMPIRAN TI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERIKANAN BUDIDAYA

NOMOR \'4lPER.D JPB I 20 19 TENTANC
PRIUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
KAWASAN AKUAKULTUR DENGAN
PENDEKATAN EKOSTSTEM

CARA PENILAIAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. l,atar Belakang

Penilaian atas status penerapan ADPE dibutuhkan dalam rangka

mengukur sarnpai sejauh mana prinsip ADPE diterapkan dalam suatu
kawasan akuakultur. Hasil penilaian ADPE ini menjadi acuan penting bagi
para pihak dalam upaya meningkatl<an kinerja pengelolaan kawasan
akuakultur secara berkelanjutan terutarna bagi Pemerintah Daerah yang

dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, menyebutkan mempunyai wewenang da-lam pengelolaan

pembudidayaan ikan. Selain itu hasil penilaian ADPE ini diharapkan dapat
dijadikal sebagai sal.ah satu media teknis ilmiah dalam rangka mengatasi

konflik kepentingan dengan sektor lain. Agar hasil penilaian ADPE ini
objeldil kredibel dan dapat dipertanggung-jawabkan, ma-ka pelaksanaan

penilaian penerapan ADPE harus ditakukan oleh pihak baik secara

lembaga atau perorangan yang kompeten, yaitu yalg memahami prinsip

ADPE, secara legalitas memiliki sertifikat penilai ADPE dan mendapat
penugasan dari Direktur Jenderal. Dalam rangka mewujudkan penilaial
tersebut maka perlu menlrusun tata cara penilaian penerapan ADPE.

B. Tujuan

T\rjuan pen5msunan tata cara penilaian ini adatah menyediakan bahan
sebagai acuan bagi para pihak yang memiliki kepentingan dalam

melakukan penilaian penerapan ADPE.

C. Pengertian

1. Akuakultur Dengan Pendekatan Ekosistem (Dcosgstem approach to

aquorr/lture-EAAl, yang selanjutnya disebut ADPE adalah suatu strategi

yang mengintegrasikan kegiatal akuakultur dalam ekosistem yang

lebih luas sehingga mendorong pembangunan berkelarjutan,
kesetaraan, dan ketahanan sistem sosial ekonomi yang saling terkait.



2. Kawasan adalah bagian wilayah yang memiliki fungsi tertentu yang
ditetapkan berdasa-rkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan
ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

3. Kawasan ADPE adalah suatu kawasan akuakultur yang memiliki

batasal administratif dibentuk berdasarkan kemudahan cara

pengelolaannya di area/wilayah yang memiliki kesamaan fungsi

ekosistem.

4. Daya dukung Iingkungan yang selanjutnya diseb]ut carrying cq)@citg

adalah kemampuart suatu lingkungan atau ekosistem dalam

mendukung kehidupan semua mal<hluk yallg ada didalamnya secara

berkelanjutan.

5. RTRW adalah Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang merupakan

rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah, dan yang berisi
tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur
ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan
strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah, dan ketentuan
pengendalian pemanfaatar ruang wilayah.

6. RZWP3K atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

adalah rencana pemarfaatan ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan

perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada

kawasal perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilaksanakan

dan tidak boleh dilaksanakan serta kegiatan yang hanya dapat

dilaksanakan setelah memperoleh izin.

7. 7-,ot\asi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang
melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi

sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yarg
berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.

8. FCR (Food Conuertion Ratiol adalah perbandingar antara berat pakan

yang sudah diberikan da.lam siklus periode dengan berat total (biomass)

yang dihasilkan saat dilakukan sa.rnpling.

9. Independen adalah sikap yang tidak bergantung langsung kepada

pihak Pemerintah pengelola kawasan akuakultur dan/atau yang tidak
bergantung langsung kepada pihak yang mendanai/ memlasilitasi pada

kegiatan penilaian penerap.rn ADPE maupun kegiatan pengukuran

kualitas air.

10. Auditor adalah orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan

penilaian penerapan ADPE.

11. Kelompok Pembudidaya Ikan, yang selanjutnya disebut POKDAKAN

adalah kumpulan pembudidayaan ikan yang terorganisir.



12, Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas

teknis di bidang perikanan budidaya.

13. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusar
pemerinta-han yang menjadi kewenangan daerah otonom.



BAB II
MEKANISME PENII.AIAN PENERAPAN ADPE

A. Prinsip Penilaian

Prinsip yang diterapkan pada cara penilaian ADPE adalah hasil
penilaiannya harus objektif, kredibel dan independen. Objektilitas
penilaian dilakukan dengan menyajikan hasil penilaian sesuai fakta yang

ditemukan dilapaigan tanpa dipengaruhi oleh pandangan personal

penilai. untuk mewujudkal kredibelitas, pelaksanaan penilaian haius
dilakukan oleh pihak yang kompeten dan dapat dipercaya.

B. Rekruitmen Auditor

Untuk memenuhi kebutuhan auditor, Direktorat Jenderal akan

melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelatihan calon pengajar auditor.

Direktorat Jenderal menunjuk pihal penyelenggara peladhan bagi

calon pengaja-r auditor melalui perjanjian kerjasama dengan

memperhatikan ketentuan sesuai formulirl.
2. Pelatihan ca.lon auditor.

Pihak penyelenggara pelatihan bagi calon pengajar auditor menunjuk

pihak penyetenggara pelatihan calon auditor melalui pedanjian

kerjasama dengan memperhatikan ketentuan sesuai formulir 2.

3. Penyegaran bagi pengajar, auditor dan peserta pelatihan.

Penyegarar kepada pengajar, auditor dan peserta pelatihan baik

untuk ca.lon pengajar maupun calon auditor akan dilakukan sesuai

kebutuhan dar diatur k€mudial dalam perjanjiall kerjasama.

C. Mekanisme penilaian penerapan ADPE

Mekanisme penilaian penerapan ADPE dilakukan melalui 4 tahapan,

yaitu:

1. Permohonan Penilaian

Permohonan penilaian penerapan ADPE diajukan oleh Pemerintah

Daera-h selaku otoritas pengelola kawasan akuakultur kepada

Direktur Jenderal. Permohonan harus dilengkapi dengan dokumen

pendukung yarg berisi: (1) latar belakang perlunya penilaian, (2)

deskripsi secara singkat kawasan a-kuakultur yang ingin dinilai, (3)

sumber pembiayaan untuk penilaian, (4) waktu pelaksanaan

penilaian dan (5) informasi penting lainnya. Berdasarkan permohonan

tersebut, Direktur Jenderal memberikan tanggapan dalam jangka

waktu paling lama 15 (lima betas) hari kerja yang menginformasikan

tentang disetujui atau tidak disetujuinya atas permohonan tersebut.



2, PelaksanaanPenilaian

Pelaksanaan penilaian penerapan ADpE dilakukan melatui tahapan
kegiatan sebagai berikut:

b) Penugasan auditor

Penugasan auditor dilakukan oleh Direktorat Jenderal melalui
seleksi oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
Selanjutnya, Direktur Jenderal menyampaikan surat penugasan

Tim auditor (minimal 3 orang) kepada Pemerintah Daerah

pemohon dan tim auditor melakukan kontrak kerja dengan

Pemerintah Daerah pemohon sesuai formulir 3.

c) Pembahasan rencala penilaian

Tim auditor melakukan pembahasan rencana kerja dengan

Pemerintah Daerah pemohon. Rencana kerja yang tetah

disepakati oleh Tim auditor dengan Pemerintah Daerah harus

disampaikan kepada Direktorat Jenderal.

d) Kegiatan penilaian

Kegiatan penilaian dilakukan sesuai rencana kerja yang

disepakati.

e) Pembahasan hasil penilaiarr

Pembahasan hasil penilaian dilakukan pada Pemerintah Daerah

pemohon dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) had
kalender setelah kegiatan penilaian selesai dilakukan.

4. Penyampaian hasil penilaian

Laporan hasil penilaian disampaikan oleh Tim auditor kepada

Pemerintah Daerah pemohon dalam jangka waktu paling lajna 30 (tiga

puluh) hari kalender setelah pembahasar. Selanjutnya, Pemerintah

Daerah pemohon melakukan review atas laporan dalam jangka waktu

paling lama 15 (lima belas) hari kalender dan disampaikan hasil

review kepada tim auditor. Tim auditor yang melakukal

penyempurnaan laporan berdasarkan hasil review dan

menyampaikan laporan hnal kepada Pemerintah Daerah pemohon

dan Direktorat Jenderal dalam jangka waktu paling tama 15 (lima

belas) hari kalender.

5. Tindak lanjut hasil penilaian

Hasit penilaian ADPE menjadi salah satu acuan Pemerintah Daerah

pemohon dalam melakukan perbaikan pengelolaan kawasan ADPE.

Penetapan status penerapan ADPE ada di bawal kewenangan

Direktur Jenderal dengar mekanisme sebagai berikut:



a) Permohonan penetapan status pcnerapan ADPE disampaikan

oleh Pemerintah Daerah kepada Direktur Jenderal berdasarkan

paling sedikit 2 (dua) kali hasil penilaian penerapan ADPE dengan

jeda waktu antar penilaian adatah palifig sedikit 2 (dua) tahun.

b) Direktur Jenderal menetapkan status penerapan ADPE pada

kawasan tersebut, dengal 3 kategori yaitu "kurarg", "sedang"

dan "baik".

c) Status penerapan ADPE pada suatu kawasan akuakultur yang

ditetapkan Direktur Jenderal berlaku paling lama 5 (lima) tahun

sejak diterbitkan. Atas masukan Tim yang ditetapkan oleh

Direktur Jenderal yang membidangi kegiatan monitoring dan

evaluasi ADPE nasional, Direktur Jenderal berhak merubah

status penerapan ADPE pada suatu kawasan ADPE yang telah

ditetapkan.

Adapun mekanisme proses penilaian ADPE dijelaskan

seperti pada gambar 1.

KETERANGAN
(1)Surat Permohonan
(2) Surat Penugasan
(3) Koordinasi

Penilaian
(4) Penyerahan

Penilaian

Gambar 1 Mekanisme proses penilaian ADPE

Pemohon

DJPB

AUDITOR



BAB lll
CARA PENILAIAN DAN PELAPORAN HASIL PENILAIAN

Auditor wajib menggunakan format cara penilaian yang telai dibakukan sesuai
formulir 4 dan melaporkan hasil penilaiannya sesuai format yang tertuang pada
formulir 5

A. Cara Penilaian

Cara penilaian ADPE rujukan formulir 3 menggunakar nitai 1-3 dan
pewarnaan. Nilai 1 sebagai nilai terendah diberikan apabila penerapan

ADPEnya dikategorikan "kurang". Nilai 2 diberikan unruk kategori.cukup"
dan nilai tertinggi yaitu 3 diberikan apabila penerapaJr ADpE-nya
dikategorikan "baik".
Pemberian wama pada setiap hasil penilaian par.arneter yallg diamati
bertujuan untuk memudahkar pengamatan. Wama hijau mewakili nilai
yang "baik" (nilai 3), warna kuning mewakili nilai yang "cukup" (nilai 2) dan
wama merah mewakili nilai yang "kurang" (nilai 1).

Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan empat metode
pengamatan yaitu:

1. Metode 1 : Penilaian dilakukan melalui konsultasi dengan SKpD pemilik

otoritas

2. Melode 2 : Penilaiaa dilakukan melalui wawalcara dengan pembudidaya

ikan. Kegiatan wawancara dengan pembudidaya ikan dilakukan pada l O-

5oo/o dari total pembudidaya ikan pada kawasan yang dinilai dengan

memperhatikan prinsip keternakilan.

3. Metode 3 : Peni.laian dilakukan melalui bantuan pihak lain yang

kompeten

4. Metode 4 : Penilaian dilakukan melalui pengamatan langsung di
lapangan atau hasil otah data.

Penilaian untuk penerapan prinsip I mendapat pembobotan sebesar 4Oolo,

penerapan prinsip 2 sebesar 3O7o dan prinsip 3 diboboti 3O%.

Penilaian penerapan ADPE dilal<ukan berdasarkan hasil pengamatan pada
11 parameter yarg diuji, yaitu:
1. Parameter 1; Kesesuaian kawasan akuakultur dengal daya dukung

lingkungan dinilai dengan bobot 40% dari total penerapan prinsip 1.

Peni.laian pada palameter ini dilakukan melalui pengamatan:

a) kesesuaian kawasan akuakultur dengan tata ruarrg/zonasi dan

kesesuaian pengelolaan akuakultur terhadap daya dukung
lingkungan;



b) penilaian kawasai akuakultur yang secara retatif tidak mencemari

lingkungan;

c) pemenuhan kebutuhan air untuk kawasan akuakultur; dan

d) kedekatan kawasan akuakultur dengan sumber pencemaran.

2. Parameter 2: Keberlanjutan pengelolaan kawasan Akuakultur dinilai
dengan bobot 25o/o d.ari total penerapan prinsip 1. Penilaian pada

parameter ini dilakukan melalui pengamatan: (2,L) penggunaan benih

ikan ramah lingkungan, (2.2) pemenuhar kebutuhan benih ikan sesuai

harga, jumlah dan kualitas, (2.3) penggunaan pakan ikan dari aspek

legalitas dan cara pemberian, (2.4) penggunaan obat ikan dari aspek

legalitas dar cara penBgunaan, (2.5) penanganan wabah penyakit ikan

berbahaya, (2.6) alih fungsi peruntukkan lahan untuk akuakultur dan

(2.7) jumlah pembudidaya ikan yang memiliki sertifikat cara
pembudidayaan ikan yang baik.

3, Parameter 3: Pengelolaan lingkungan pada kawasan akuakultur dinilai
dengar bobot 35% dari tota.l penerapan prinsip l. Penilaian pada

parameter ini dilakukan melalui pengamatan: (3.1) pemenuhan terhadap

persyaratan lingkungar (Kajian lingkungan Hidup Strategis atau KLHS/

Amda.l dan implementasinya), (3.2) monitoring lingkungan, dan (3.3)

perlindungan habitat dan keaneka-ragaman hayati.

4. Parameter 4: Aspek sosial dinilai dengal bobot 6oolo dari total penerapan

prinsip 2. Penilaian pada parameter ini dilakukan melalui pengamatan:

(4.1) ketenagakerjaan bidang akuakultur dengan bobot 2OYo, (4.2\

jaminar sosial untuk pembudidaya ikan dengan bobot 5olo, dan (4.3)

konflik sosial dengan bobot 35o/o.

5. Parameter 5: Aspek ekonomi dinilai dengan bobot 40% dad total

penerapan prinsip 2. Penilaian pada parameter ini dilakukan metalui

pengarnatan; (5.1) Status lahan yang dikelola pembudidaya ikan, (5.2)

akumulasi asset oleh pembudidaya ikan (penumpukall modal), (5.3)

aksesibilitas terhadap modal sesuai dengan kebutuhan, (5.4)

aksesibititas terhadap pasar, (5,5) terciptanya pasar bersaing sempuma

(fair trade), (5.6) pendapatan rumah tangga pembudidaya yang hanya

berlaku bagi pembudidaya yang mata pencahariar utamanya adalah dari

akuakultur, (5.7) rasio tabungan Pembudidaya, dan (5.8) keuntungan

usaha.

6. Paramater 6: Kelembagaan dinilai dengan bobot l5% dari total penerapar

prinsip 3. Penilaian pada parameter ini dilakukan melalui pengamatan

peran lembaga formal dalam pengelolaan kawasan akuakultur.



7. Parameter 7: Peraturan dinilai dengan bobot 15% dari total penerapan
prinsip 3. Penilaian pada pararneter ini dilakukan melalui pengamatan:
(7.1) keberadaan peraturan yang mengatur kegiatan akuakultur
berdasarkan RTRW dan zonasi serta (7.2) keberadaan peraturan izin
usaha untuk perikanan.

8. Parameter 8: Kepatuhan/ penegakan hukum dinilai dengan bobot 2S%o

dari total penerapan prinsip 3. penilaian pada parameter ini dilakukan
melalui pengamatan upaya Pemerintah setempat menangani kasus
pelanggaran dan penindakal hukum di kawasan akuakultur.

9. Para-meter 9: Partisipasi masyarakat dinilai dengan bobot l Solo dari total
penerapan prinsip 3, Penilaian pada parameter ini dilakukan melatui
pengamatan tingkat partisipasi masyarakat dalam penentuan tata ruang
untuk kawasan akuakultur.

1O. Parameter 10: Sinergitas Satuan Kerja Pemerintah Daerah dinilai dengan

bobot 15% dari total penerapan prinsip 3. Penilaian pada parameter ini
dilakukan melalui pengamatan sinkronisasi peraturan dan kebijakan
untuk kegiatan pengelolaan kawasan akuakultur.

11. Parameter 11: Monitoring dan Evaluasi dinilai dengan bobot 15% dari
total penerapan prinsip 3. Penilaian pada parameter ini dilakukan
melalui pengamatan efektivitas kegiatan monitoring evaluasi di wilayah
tempat kawasan akuakultur berada digunakan untuk kegiatar
perenczrnaan ke Depan.

Unnrk lebih detilnya, cara penilaian pada 11 parameter yang diamati dan
penggunaan metoda pengamatan dalam penilaiannya mengikuti ketentuan
sebagai berikut:

1. Parameter l; Kesesuaian kawasan akuakultur dengan daya dukung
lingkungan dinilai dengan bobot 40% dari total penerapan prinsip l.
a. Penilaian kesesuaian kawasan akuakultur dengan tata ruang/zonasi

yang ditetapkar melalui peraturan daerah dital<uka! untuk
memastikan agar kegiatan akuakultur dilakukan sesuai dengan
lokasi p€runtukannya. Bobot penilaian untuk pengamatan ini
dikawasan akuakultur yang berbasis daratan adalah loolo, sedangkan
untuk kawasan akuakultur di perairan umum adalah Syo. Auditor
perlu melakukan pengamatan berdasarkan metoda I dan IV.
Pemberian nilai dilakukan Auditor dengan cara sebagai berikut:
1) Nilai 3 jika kawasan akuakultur sesuai tata ruang/zonasi yang

ditetapkan Pemerintah Daerah.

2) Nilai 2 jika kawasan akuakultur sesuai tata ruang/zonasi tetapi
peraturannya belum ditetapkan Pemerintah Daerah.



3) Nilai l jika kawasan akuakultur tidak sesuai tata ruang/zonasi

yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Khusus kegiatan akuakultur di perairan umum, Auditor perlu

menitai apakah pengelolaannya sesuai dengal daya dukung

lingkungan dari hasil suatu kajian. Karena mengaidalkan

kemampuan alam untuk menampung da! mendaur ulang limbah

asal akuakultur sehingga tidak mengganggu lingkungan,

pengelolaan akuakultur di Perairan umum yang berkelanjutan

harus memperhatikan daya dukung lingkungan. Catatan:

Penilaian pengelolaan kawasan akuakultur berbasis Daratan yang

sesuai daya dukung lingkungan tidak perlu diukur karena

Otoritas lingkungan mengendalikan pencemaran dal kerusakan

lingkungan berdasarkan standar mutu lingkungan. Pengendaliarr

pencemaran dan kerusakan akibat akitivitas akukultur berbasis

daratan dilakukan dengan dengan menjaga/mengontrol agar

mutu limbah (cair) hasil al<tivitas akuakultur yang akan dilepas

lingkungan tidak lebih buruk dari mutu lingkungan (perairan

umum) tempat pembuangan limbah akuakultur tersebut.

Bobot penilaian untuk cara pengelolaan akuakultur di perairan

umum yang berbasis daya dukung lingkungan adalah 5olo. Auditor

perlu melakukan pengamatan berdasarkan metode I dan IV.

Pemberian nilai ditakukan Auditor dengan cara sebagai berikut:

a) Nilai 3 diberikan jika pengelolaan kawasa.n akuakulturnya

sesuai dengan daya dukung lingkungan berdasarkan hasil

kajian dan ditetapkan Pemerintah.

b) Nilai 2 jika pengelolaan kawasar akuakulturnya sesuai dengan

daya dukung lingkungan berdasarkan hasil kajian tetapi

belum ditetapkan sebagai peraturan oleh Pemerintah Daerah.

c) Nilai 1 jika pengelolaan kawasan akuakulturnya tidak

disesuaikan dengan daya dukung lingkungar berdasarkan

hasil kajian.

b. Penilaian kawasal akuakultur yang secara relatif tidak mencemari

tingkungan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan agar

altivitas di kawasan akuakultur tidak menyebabkan pencemaran dal
kerusakan lingkungan. Bobot penilaiaa untuk kegiatan ini adalah

i0% dan Auditor perlu menggunakal metoda pengamatan III dan lV.

Selain itu, Auditor diwajibkar melakukan 3 hal dalam penilaian ini
yaitu:



1) menetapkan dan memetakan titik pengambilan sampel di
kawasan akuakultur yang dinilai berdasarkan rujukan sesuai

formulir 6.

2) menggunakan jasa pihak lain yang kompeten dibidang

pengukuran mutu air dengan kriteria untuk pihak lain tersebut

mengikuti ketentuan sesuai formulir 6. Pihak lain tersebut

bertugas melakukan pengambilan dan pengujian sampel air
dalam rangka mengukur dan membandingkan nilai parameter

mutu air sesuai formulir 7 antara rata-rata mutu air limbah

akuakultur dengan rata-rata mutu air di lingkungan tempat
pembuangan limbah tersebut.

3) menggunakan hasil pengukuran pihak lain tersebut sebagai

bahan untuk pengambilar keputusan.

Auditor memberikan nilai dengan cara sebagai berikut:

a) Nilai 3 jika < 30% paramcter yang diukur dinilai mencemari

lingkungan.

b) Nilai 2 jika 3Oo/" - 7O/" parameter yang diukur dinilai

mencemari [ingkungan.

c) Nilai 1 jika > 7Oo/o parame ter yang diukur dinilai mencemari

lingkungan.

Khusus untuk kawasan aluakultur di perairan umum, Auditor

tidak perlu mengukur tingkat pencemaran lingkungan sepanjang

aktivitas akuakulturnya masih berada di bawah batas daya

dukung lingkungan.

Auditor cukup melakukan pengamatan berdasarkan metoda I dan

IV dengan kriteria penilaian sebgai berikut:

a) Nilai 3 diberikan jika pengelolaan kawasan akuakulturnya
sesuai dengan daya dukung lingkungan berdasarkan hasil

kajian dan ditetapkan Pemerintah.

b) Nilai 2 jika pengelolaan kawasan akuakulturnya sesuai dengan

daya dukung lingkungan berdasarkan hasit kajian tetapi
belum ditetapkan sebagai peraturan oleh pemerintah daerah.

c) Nilai 1 jika pengelolaan kawasan akuakultumya tidak
disesuaikan dengan daya dukung lingkungan berdasarkan
hasil kajian atau kegiatan pengelolaannya tidak berbasis pada

daya dukung lingkungan.

c, Penilaian pemenuhan kebutuhan air untuk kawasan akuakultur

secara kuantitas dan kualitas dilakukan dengan tujuan untuk
memastikan kecukupan kebutuhan air bagi kawasan akuakultur.



Auditor diwajibkan melakukan penilaian dengan menggunakan
metoda pengamatan I, II dan lV. Pemberian nilai untuk pemenuhan

kebutuhan air secara kuantitatif diboboti 5% dan dilakukan dengan
cara sebagai berikut:

1) Nilai 3 diberikanjika > 7oolo kawasan mendapat air sesuaijumlah.
2) Nilai 2 diberikan jika 30% - TOyo kawasan mendapat air sesuai

jumlah.

3) Nilai 1 diberikanjika < 3O7o kawasan mendapat air sesuaijumlah.
Pemberian nilai untuk pemenuhan kebutuhan air secara kualitatif
juga diboboti 5% dan Auditor diwajibkan melakukan 3 hat, yaitu:
a) menetapkan dan memetakan titik pengambilan sampel pada

sumber air kawasa! akuakultur yang dinilai berdasarkan rujukan
sesuai formulir 6

b) menggunakar jasa pihak lain yarrg kompeten dibidang
pengukuran mutu air dengan kriteria untuk pihak lain tersebut
mengikuti ketentuan sesuai formulir 6 pihak lain diarahkan
untuk bertugas melakukan pengambilan dan pengujian sampel

air dalam rangka mengukur nilai parameter mutu air penting
untuk mendukung kegiatan akuakultur komoditas target
terutama: (1) fluktuasi suhu dan pH harian, (2) kandungan
oksigen terlarut, (3) kandungan total ammonia, dan parameter

mutu air penting lainnya.

c) membandingkan kesesuaian mutu sumber air dengan standar
mutu air untuk kegiatar budidaya ikan target sesuai rekomendasi
teknis budidaya ikan target dari Direktorat Jenderal.

Pemenuhan kebutuhan air secara kualitatif diboboti 5yo dengan cara
penilaian adalah sebagai berikut:

1) Nilai 3 diberikan jika > 707o mutu air sesuai kebutuhan.
2) Nilai 2 diberikan jika 30% - 70% mutu air sesuai kebutuhan.
3) Nilai 1 diberikanjika < 3oo/o mutu air sesuai kebutuhan.

d. Penilaian kedekatan kawasan akuakultur dengan sumber
pencemaran dilakukan dengan tujuan untuk memastikan agar
aktivitas di kawasan akuakultur tidak mendapatkal dampak
merugikan dari aktivitas sumber pencemaran. penilaian untuk
kegiatan ini diboboti sebesar l0% dan Auditor perlu melakukan
pengamatan berdasarkan metoda I, II dan IV. pemberian nilai
dilakukan Auditor dengan cara sebagai berikut:
1) Nilai 3 jika tidak ada potensi dan/atau ada potensi sumber

pencemaran tapi belum berdampak.



2) Nilai 2 jika ada potensi sumber pencemaran dan telah berdampak
namun dapat diatasi,

3) Nilai I jika ada sumber pencemaran, berdampak merugikan dan
belum dapat diatasi.

2. Parameter 2: Keberlanjuta! pengelolaan kawasan Akuakultur dinilai
dengan bobot 25 7o dari total penerapan prinsip 1.

a. Penilaian penggunaan benih ikan yang ramah lingkungan dilakukan
dengan tujuan untuk mencegah penularan penyakit ikan budidaya ke

tingkungan dar menghindari kerusakan lingkungan akibat
terlepasnya ikan budidaya non asli Indonesia yang bersifat invasif
yang membahayakan lingkungan. Bobot penilaian untuk pengarnatan

ini adalah 3,57o/o dan Auditor diwajibkan melakukan penganatan
dengan metoda I, II dan IV. Pemberian nilai dilakukan Auditor dengan

cara sebagai berikut:

1) Nilai 3 diberikan jtka > 7Oo/o pembudidaya menggunakan benih
ikan ramah lingkungan.

2) Nilai 2 diberikan jika 30% - 70% pembudidaya menggunakan
benih ika-n ramah lingkungan.

3) Nilai 1 diberikan jika < 30% pembudidaya menggunakan benih
ikan ramah lingkungan.

b. Penilaian pemenuhan kebutuhan benih ikan sesuai harga, jumlah
dan kualitas dilakukan dengal tujuan untuk memastikan agar
kebutuhan beniih ikan bagi pembudidaya ikan di kawasan
akuakultur terpenuhi. Bobot penilaian untuk pengamatan ini adalah
3,570/" dan Auditor diwajibkan melakukan pengamatan dengan
metoda I, II dan IV. Pemberian nilai dilakukan Auditor dengan cara
sebagai berikut;
1) Nilai 3 diberikan jika > 7Oolo kebutuhan benih yang sesuai harga,

sesuai kualitas dan sesuai junlah tercukupi sepanjang waktu
2) Nilai 2 diberikan jika 30% - 7Oolo kebutuhan benih tercukupi

namun adakalanya tidak tercukupi
3) Nilai I diberikan jika < 3O% kebutuhan benih tercukupi dan

seringkati tidak tercukupi
c. Penilaian penggunaan pakan ikan dari aspek tegalitas dan cara

pemberian dilakukan dengan tujuan agar penggunaan jenis pakan
ikan sesuai anjuran dan tepat cara penggunaannya berdasarkan
rekomendasi teknis Dircktur Jenderal. Jenis pakan ikan yang boleh
digunakan adatah jenis pakan ikan yang terdaftar di KKp dan
penilaian cara penggunaan pakannya cukup diamati dengan



membandingkan rata-rata nilai tingkat konversi pakan (Feed

Convertion RateJ dengan rata-rata FCR yang direkomendasikan.

Bobot penilaian untuk pengamatan ini adalah 3,57yo dan Auditor

diwajibkan melakukan pengamatan dengan metoda t, Il dan IV,

Pemberiar nilai dilakukan Auditor dengan cara sebagai berikut:

1) Nilai 3 jika > 7oolo pembudidaya menggunakan pakan ikan yang

terdaftar di KKP, dar cara penggunaannya efisien yang dibuktikan
dari nilai FCR sesuai rujukan petunjuk teknis cara budidaya ikan
target.

2) Nilai 2 jika 30% - 7oolo pembudidaya menggunak.rn pakan ikan
yang terdaftar di KKP, dan cara penggunaannya efisien yarg
dibuktikan dari nilai FCR sesuai rujukan petunjuk teknis cara

budidaya ikan target.

3) Nilai I jika < 30% pembudidaya menggunakan pakan ikan yang

terdaftar di KKP, dan cara penggunaalnya efisien yang dibuktikan
dari nilai FCR sesuai rujukan petunjuk teknis cara budidaya ika-n

target.

d. Penilaian penggunaan obat ikan da-ri aspek legalitas dan cara
penggunaan dilakukan dengan tujuan agar penggunaan jenis obat
ikan sesuai anjuran dan tepat cara penggunaannya berdasarkan
rekomendasi teknis Direktur Jenderal. Jenis obat ikan yang boleh

digunakan adalah jenis obat ikan yang terdaftar di KKP dan penilaian

cara penggunaannya cukup diperbaldingkan dengan yang

direkomendasikan. Bobot penilaian untuk pengamatan ini adalah

3,57Yo dat Auditor diwajibkan melakukan pengamatan dengan

metoda I, II dan IV. Pemberian nilai dilakukan Auditor dengar cara

sebagai berikut:

1) Nilai 3 jika seluruh pembudidaya menggunakan obat ikan yang
terdaftar di KKP dan penggunaannya (cara dan dosis pemberian)

sesuai anjuran teknis.
2) Nilai 2 jika seluruh pembudidaya menggunakan obat ikan yang

terdaftar di KKP namun penggunaannya (cara dan dosis
pemberian) tidak sesuai anjuran teknis.

3) Nilai 1 jika ditemukan ada pembudidaya yang menggunakan obat
terlarang (yang tidak terdaftar di KKP).

e. Penilaian penanganan wabah penyakit ikan berbahaya dilat<ukan

dengan tujuan untuk mengukur upaya pengelolaar kawasan

akuakultur mengeliminir kegagalan produksi akibat masalah

penyakit ikan.



Penilaian cara pengelolaan penanganan wabah penyakit yang baik
cukup dilakukal dengan mempelajari Irekwensi kejadian gagal panen
di Kalangan pembudidaya ikan. Semal<in rendah tingkat gagal panen
karena penyakit mengindikasikal semakin baiknya cara penanganan
penyakit ikan. Bobot penilaian untuk pengamatan ini adalah 3,577o
dan Auditor diwajibkan melakukan pengamatan dengan metoda I, II
dan Iv. Pemberian nilai ditakukan Auditor dengan cara sebagai
berikut:

1) Nilai 3 jika dalam 2 tahun terakhir tidak teiadi kejadian wabah
penyakit ikal berbahaya dan gagal panen akibat penyakit ikan
<loo/o.

2) Nilai 2 jika dalam 2 tahun terakhir terjadi kejadian wabah penyakit
ikan berbahaya dan gagal panen al<ibat penyakit 1oolo - 5O%.

3) Nilai I jika dalam 2 tahun terakhir terjadi kejadian wabah penyakit
ikan berbahaya dan gagal panen akibat penyakit > SOyo.

i Penila.ian Atih fungsi peruntukkar lahal untuk akualultur dilakukan
dengan tqjuan agar dampak kegiatan konversi untuk lahan
akuakultur tidak mengakibatkan dampak merugikan pada fungsi
ekosistem lingkungan. Bobot penilaian untuk pengamatan ini adalah
3,57o/o dan Auditor diwajibkan melakukan pengamatan dengan
metoda I, II da! IV. Pemberian nilai ditakukan Auditor dengan cara
sebagai berikut:
1) Nilai 3 jika tidak ada alih fungsi lahan atau ada alih fungsi lahan

yang sudah dikompensasi sehingga fungsi ekosistem tidak
terganggu

2) Nilai 2 jika ada alih fungsi tahan yang sudah dikonpensasi namun
fungsi ekosistem masih terganggu

3) Nilai l jika ada alih fungsi lahan dan tidak melakukan konpensasi
bahkan mengurangi/merugikan peran ekosistem.

g. Penilaian jumlah pembudidaya ikan yang memiliki sertilikat cara
pembudidayaan ikan yang baik dilakukan dengan tujuan untuk
mengukur tingkat keberlanjutar usaha akuakultur. Semakin banyak
pembudidaya ikan yang memiliki sertifikat cara pembudidayaan ikan
yang baik (baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun pihak
swasta yarg mendapat pengakuan dari Direktorat Jenderal)
mengindikasikan semakin besar peluang keberlanjutan usaha
akuakultur.
Bobot penilaian untuk pengamatan ini adalah g,S7% dan Auditor
diwajibkan melakukan pengamatan dengan metoda I dan II.
Pemberian nitai dilakukan Auditor dengan cara sebagai berikut:



1) Nilai 3 jika > 50% pembudidaya ikan yang bersertifikat
2) Nilai 2 jika 20% - 5oo/o pembudidaya yang bersertifikat
3) Nilai l jika < 20% pembudidaya vang bersertifikat
Apabila pembudidaya ikan tidak dapat memperlihatkan sertifikat cara
pembudidaya ikan yang baik dan pemerintah Daerah menjamin
bahwa pembudidaya ikan sesungguhnya setara dengan yang memiliki
sertifikat dimaksud maka Auditor perlu mendapatkan surat
pemyataan dari Pemerintah Daerah dengan menyertakar
data/penjelasan yang mendukung kesetaraan tersebut dan
melaporkannya kepada Direktur Jenderal. Keputusan Direktur
Jenderal selanjutnya wajib digunakan Auditor dalam melakukan
penilaian pada kasus ini.

3. Parameter 3: Pengelolaan lingkungan pada kawasan akuakultur dinilai
dengan bobot 35% dari total penerapan prinsip 1.

a. Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan lingkungan (Kajian

lingkungan Hidup Strategis atau KLHS/ Amdal dan implementasinya)
dilakukan dengan tujuan agar pengelolaan kawasan akuakultur
mampu memenuhi ketentuan yang dipersyaratkar oleh otoritas
lingkungan. Kawasal akuakultur yang telah berada dalam dokumen
KLHS atau telah memiliki dokumen Analisa Mengenai Dampak
Lingkungan (Amdal) akan lebih menjamin penerapan prinsip
keberlanjutan ekosistem. Apabila tidak didukung oleh dokumen
KLHS maupun Amda.l kawasan untuk kegiatan akuakultur maka
penilaian cukup dilakukan berdasarkan jumlah pembudidaya ikan di
kawasan tersebut yang memitiki izin lingkungan. Catatan:

Pembudidaya ikan yang memiliki izin usaha seca.ra otomatis memiliki
izin lingkungan, namun mereka yang memiliki izin lingkungan tidak
secara otomatis memiliki izin usaha.

Bobot penilaian untuk pengamatan ini adalah 11,7olo dan Auditor
diwajibkan melakukan pengamatan dengan metoda I dan II.
Pemberian nilai dilakukan Auditor dengan cara sebagai berikut:
1) Nilai 3 jika kawasan akuakultur telah dikaji dalam dokumen

IGjian Lingkungan Hidup Strategis dan/atau telah memiliki
dokumen Amdal yang diakui Otoritas lingkungan atau > 6oyo

pembudidaya telah memitiki izin lingkungan.

2) Nilai 2 jika tidak ada dokumen KHLS dan/atau tidal< ada dokumen
Amda[ kawasan namun 30yo - 60% pembudidaya telah memiliki
izin lingkungan.



3) Nilai 1 jika tidak ada dokumen KHLS da!/atau tidak ada dokumen

Amdal kawasan namun < 3Oo/o pembudidaya telah memiliki izin

lingkungan.

b. Penilaian monitoring lingkungal dilakukan dengan tqjua! untuk
mengukur cara pengelolaan kawasan akuakultur dalam upaya
pencegahan pencemaran dan kerusakai lingkungan. Bobot penilaian

untuk pengamatan ini adalai Ll,70/0 dar. Auditor diwajibkan
melakukan pengamatan dengan metoda I, II dan IV. pemberian nilai
dilakukan Auditor dengan cara sebagai berikut:
1) Nilai 3 jika lingkungan kawasan darl sekitarnya telah termonitor

dengan baik (ada laporan monitoring evaluasi dan tindakan
perbaikan lingkungar) oleh Pemerintah Daerah setempat

2) Nilai 2 jika lingkungan sekitar kawasan telah termonitor cukup
baik (ada laporan monitoring tetapi tidak ada evaluasi dan

tindal<an perbaikan lingkungan) oleh Pemerintah Daerah setempat

3) Nilai 1 jika lingkungan sekitar kawasan tidak termonitor oleh

Pemerintah Daerah setempat

c. Penilaian perlindungan habitat dan keaneka-ragaman hayati

dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kelestaria-n perar dan

fungsi ekosistem di kawasan akuakultur. Bobot penilaian untuk
pengamatan ini adalah ll,7o/o dan Auditor diwajibkan melakukan
pengamatan dengan metoda I, U dan IV. Pemberian nilai dilakukan
Auditor dengan cara sebagai berikut:

l) Nilai 3 jika Pemerintah Daerah setempat memiliki program
perlindungan habitat dan keaneka-ragaman hayati serta

diimpleme ntasikan dengaa baik
2) Nilai 2 jika Pemerintah Daerah setempat memiliki program

perlindungan habitat dan keaneka-ragaman hayati tetapi belum
diimplementasikan dengan baik

3) Nilai 1 jika Pemerintah Daerah serempat tidak memiliki program
perlindungan habitat dan keaneka-ragaman hayati

4. Parameter 4: Aspek sosial dinilai dengan bobot 60010 dari total penerapan

prinsip 2.

a. Penilaian ketenagakerjaan bidang akuakultur dengan bobot penilaian
sebesar 2O7o dilakukan dengan tujuan untuk melihat jaminan
kesejahteraan dan pemerataan sosial pada 3 hal, yaitu: (i) ringkat
penyerapan tenaga ke{a lokal (satu Pemerintah Daerah) di kawasan
akuakultur dengan bobot penilaian 6,670/0, lii) kompetensi tenaga
kerja pada unit pembudidayaan ikan dengan bobot penilaian 6,67%



dan (iii) dampak akuakultur pada peningkatan kapasitas masyarakat
lokal bidang perikanan (magang kerja) dengan bobot penilatan 6,67Vo.

Auditor dalam pengamatannya diwajibkan menggunakan metoda I
dan lI denga-n cara penilaial sebagai berikut:
1. Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal (satu pemerintah Daerah)

di kawasan akuakultur
a) Nilai 3 jika > 8O7o tenaga kerja merupakan masyarakat lokal.
b) Nilai 2 jika > 50o/o - 8oo/o tenaga keda merupakan masyaral<at

lokal.

c) Nilai l jika < 5oo/o tenaga kerja merupakan masyarakat lokal
2. Kompetensi tenaga kerja pada unit pembudidayaan ikan

a) Nilai 3 jika > 60% Tenaga teknis akuakultur kompeten
(memiliki sertifikat pelatihan / sertifikasi kompetensi/bukti
lain yang sah dan dipercaya).

b) Nilai 2 jika Antara 30 - 60 o/o Tenaga teknis akuakultur
kompeten.

c) Nilai l jika < 30olo Tenaga teknis akuakultur kompeten
3. Dampak akuakultur pada peningkatan kapasitas masyarakat

lokal bidarg perikanar (magang keda)

a) Nilai 3 jika kawasan memberi kesempatan kepada
masyarakat untuk melakukan magang kerja dalam 2 tahun
terakhir dan tercaltum dalam dokumen rencana kerja
pengelolaan kawasan

b) Nilai 2 jika kawasan memberi kesempatar kepada
masyarakat untuk melakukan magang kerja datam 2 tahun
terakhir tetapi tidak tercantum dalam dokumen rencana
kerja pengelolaan kawasan.

c) Nilai 1 jika kawasan tidak memberi kesempatan kepada
masyaralat untuk melakukarr magang kerja

b. Penilaian jaminan sosial untuk pembudidaya ikan dilakukan dengan
tqiuan untuk mengukur dukungal sosial bagi keberlanjutan usaha
akuakultur. Auditor wajib mengamati apakah dalam pengetolaaan

kawasna akuakultur terdapat kegiatan penjaminan social untuk
keselamatan kerja bagi pembudidaya ikan dan jaminan usaha bagi
pembudidaya ikan untuk kejadian gagal panen.

Bobot penilaian untuk pengamatan ini adalah 5% dan Auditor
diwajibkan melakukan pengamatan dengan metoda I dan II.
Pemberian nilai dilakukan Auditor dengan cara sebagai berikut;



1) Nilai 3 jika terdapat program jaminan sosial (,aminan

ketenagakeiaan dan jaminan gagal palen) dan
terimplementasikan dengan baik.

2) Nilai 2 jika terdapat program jaminan sosial namun tidak
terlaksana dengan baik atau tidak ada program tetapi ada
implementasi penjaminan sosial. Catatan: Adalalanya pihak lain
seperti pemasok sarara produksi (pakan dan benih ikan)
memberikan bantuan/pinjaman faminan) untuk masalah yang
dihadapi pembudidaya ikan, terutama pada kasus gagal panen

dalam rangka meningkatkan kemampuan pembudidaya ikan
dalam pengembalian hutang.

3) Nilai 1 jika tidak terdapat program jaminan sosial bagi
pembudidaya ikan.

c. Penilaian konflik sosial dilakukan dengan tujuan untuk mengukur
upaya pengelolaan kawasan akuakultur melal<ukan penanganan

konflik sosial. Auditor wajib melakukan pengamatan apakah konflik
sosial yang terjadi di kawasan akuakultur dapat ditangani dengan
baik. Bobot penilaian untuk pengamatan ini adalah 35% dan Auditor
diwajibkan melakukan pengamatan dengan metoda I dan II.
Pemberian nilai dilakukan Auditor dengan cara sebagai berikut:
1) Nilai 3jika pengelola kawasan memiliki dokumen rencana resolusi

konflik dan apabila ada konflik dapat diselesaikan dengan ba.ik

dan tuntas.

2) Nilai 2 jika pengelola kawasan tidak memitiki dokumen rcncana
resolusi konflik dan apabila ada konflik dapat diselesaikan dengan

baik dan tuntas.

3) Nilai l jika pengelola kawasan tidak memitiki dokumen rencana
resolusi konflik dan apabila ada konflik tidak dapat diselesaikan
dengan baik dan tuntas.

5. Parameter 5: Aspek ekonomi dinilai dengan bobot 4oolo dari total
penerapan prinsip 2.

a. Penilaian status lahan yang dikelola pembudidaya ikan dilakukan
dengarr tqluan untuk melihat kemampuan pembudidaya ikan dalam
pengelolaan hak pengusahaan lahan uttuk akuakultur. Bobot
penilaian untuk pengamatan ini adalah 5% dan Auditor diwajibkar
melakukan pengamatan dengan metoda I dan tI. pemberian nilai
dilakul<an Auditor dengan cara sebagai berikut:
1) Nilai 3jika >70% lahan akuakultur berstatus hak milik/ hak guna

usaha.



2) Nilai 2 jika 5Oo/o - 7Oo/o lahan akaakultur berstatus hak mitik/ hak
guna usa-ha.

3) Nilai I jika < 5Oo/o lahan akuakultur berstatus hak milik/ hak
guna usaha

b. Penilaian akumulasi asset oleh pembudidaya ikan (penumpukan
modal) dilakukan dengan tujuan untuk melihat kemarnpuan
pembudidaya ikan mengumpulkan modal usaha untuk kepentingan
akuakultur. Penambahan asset karena aktifitas ini mengindikasikan
adanya penambahan modal untuk periode proses produksi tahap
selanjutnya. Bobot penilaian untuk pengamatan ini adalah syo dan
Auditor diwajibkan melakul<an pengamatan dengar metoda I dan II.
Pemberian nilai dilakukan Auditor dsngan cara sebagai berikut:
1) Nilai 3 jika >3oo/o keuntungan usaha akuakultur diinvestasikan

sebagai modal usaha akuakultur.
2) Nilai 2 jika 10% - 3oyo keuntungan usaha akuakultur

diinvestasikan kembali sebagai modal usaha akuakultur.
3) Nilai I jtka < loo/o keuntungan usaha akuakultur diinvestasikan

kembali sebagai modat usaha akuakultur
c. Penilaian aksesibititas terhadap modal sesuai dengan kebutuhan

dilakukan dengan tujuan untuk melihat tingkat kemudahan
pembudidaya ikarr mengakses sumber permodalan untuk usaha
akuakultur yang sesuai dengan kebutuhannya, yaitu mudah
mendapatkan modal dan manpu mengembalikan modal pinjaman
dari hasil kegiatan usaha akuakulturnya. Bobot penilaian untuk
pengamatan ini adalah 5% dar Auditor diwajibkan melakukan
pengamatan dengan metoda I dan U. pemberian nilai dilakukan
Auditor dengan cara sebagai berikut:
1) Nilai 3 jika > TOVo pembudidaya ikan mudah mengakses modal

usaha sesuai dengan kebutuhan
2) Nilai 2 jika 30% - 70olo pembudidaya ikan mudah mengakses

modal usaha sesuai dengan kebutuhan
3) Nilai I jika < 30olo pembudidaya ikan mudah mengakses modal

usaha sesuai dengan kebutuhan

d. Penilaian aksesibilitas terhadap pasar dilakukan dengan tujuan
untuk melihat tingkat kemudahan pembudidaya menjual atau
memasarkal produk akuakuttumya. Bobot penilaian untuk
pengamatan ini adalah 5% dan Auditor diwajibkan melakukan
pengamatan dengan metoda I dan II. pemberian nilai dilalrukan
Auditor dengan cara sebagai berikut:



1) Nilai 3 jika > 7Oo/. pembudidaya ikan mengaku mudah untuk
memasarkan

2) Nilai 2 jika 3Oo/o - 70% pembudidaya ikan mengaku mudah untuk
memasarkan

3) Nilai 1 jika < 3O% pembudidaya ikan mengaku mudah untuk
memasarkan

e. Penilaian terciptanya pasar bersaing sempuma (fair trade) dilakukan
dengan tujuan untuk menilai kondisi pasar dalam proses jual beli
ikan berdasarkan perspektif penjual maupun pembeli . pasar yang
dinilai bersaing sempurna adalai apabila pembudidaya ikan (penjual)

darl pembeli merasa puas dan dianggap menguntungkannya terhadap
situasi pasar ternpat pembudidaya ikan memasarkan produknya.

Bobot penilaian untuk pengamatan ini adalah S% darl Auditor
diwajibkan melakukan pengamatan dengan metoda ll & IV. pemberian

nilai dilakukan Auditor dengan cara sebagai berikut :

1) Nilai 3 jika pasar bersaing sempuma dan memberikan kepuasan

kepada penjual dan pembeli

2) Nilai 2 jika hanya penjual atau pembeli yang mengaku puas

3) Nilai l jika penjual dan pembeli mengaku tidak puas

f. Penilaian pendapatan rumah tangga pembudidaya ikan hanya

diamati pada pembudidaya ikan yang mata pcncaharian utamanya
adalah akuakuktur. Penilaian ini bertujuan untuk membandingan
pendapatai dari mata pencaharian utamanya dengan upah minimum
rata-rata yang berlaku di Kabupaten/Kota lokasi kawasan

akuakultur. Bobot penilaian untuk pengamatan ini adalah Sol" dan

Auditor diwajibkan melakukan pengamatan dengan metoda I & II.
Pemberian nilai dilakukan Auditor dengan cara sebagai berikut :

1) Nilai 3 jika pendapatannya > UMR

2) NiLai 2 jika pendapatannya sama dengan UMR

3) Nilai l jika pendapatannya < UMR

g. Penilaian kebiasaan menabung ditakukan dengan tujuan untuk
melihat kebiasaan pembudidaya ikan menyisihkan pendapatannya

untuk menabung, Bobot penilaian untuk pengamatan ini adatah 5%

dan Auditor diwajibkan melakukan pengamatan dengan metoda I &
II. Pemberian nilai dilakukan Auditor denga! cara sebagai berikut :

l) Nilai 3 jika > 70% pembudidaya memiliki kebiasaan menabung.

2) Nilai 2 jika 30% - 70% pembudidaya memiliki kebiasaan

menabung.



3) Nilai l jika < 30% pembudidaya memiliki kebiasaan menabung.

h. Penilaian keuntungan usaha dibandingkan dengan biaya produksi

akuakultur dilakukan dengan tujuan untuk melihat kelayakan usaha
akuakultur. Bobot penilaian untuk pengamatan ini adalah 5olo dan
Auditor diwajibkan melakukan pengamatan dengan metoda I & II.
Pemberian nilai dilakukan Auditor dengan caia sebagai berikut:
1) Nilai 3 jika rasio keuntungan dan biaya > 1 (layak).

2) Nilai 2 jika rasio keuntungan dan biaya = 1 (kurang layak).

3) Nilai l jika rasio keuntungan dan biaya < 1 (tidak layak).

6. Parameter 6: Kelembagaan dinilai dengan bobot l5Zo dari total penerapan

prinsip 3. Penilaiarl kelembagaan dilakukan dengan tujuan untuk
melihat peran kelembagaan formal yang berwenang mengelola kawasan

akuakultur. Auditor diwajibkan melakukan pengamatan dengan metoda

I & II. Pemberian nila.i dilakukan Auditor dengan cara sebagai berikut:
1) Nilai 3 jika ada lembaga formal yang jetas otoritasnya dan efektif

sinergitasnya

2) Nilai 2 jika ada lembaga formal yang jelas otoritasnya tetapi belum
efektif sinergitasnya

3) Nilai I jika tidak ada lembaga otoritas pengelotanya

7. Parameter 7: Peraturan dinilai dengan bobot 15% dari total penerapan

prinsip 3. Penilaian peraturan dilakukan pada dua hal, yaitu: (Z.l)
peraturan daerah tentang RTRW dan/atau zonasi untuk kawasan

akuakultur darl (7.2) peraturan izin usaha perikanan.

a. Penilaian peraturan RTRW dan/atau zonasi untuk kawasal
akuakultur ditakukan dengar tujuan untuk memastikan adanya

pengaturan rencana pemanfaatan rLrang dan wilayah untuk
kepentingan akuakultur. Bobot penilaian untuk pengamatan ini
adda}l 7,5oo/o dan Auditor diwajibkan melakukan pengamatan

dengan metoda I. Pemberian nilai dilakukan Auditor dengan cara
sebagai berikut:

l) Nilai 3 jika peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

dan/atau zonasi secara jelas mengatur kawasan akuakultur.
2) Nilai 2 jika peraturan RTRW dan/atau zonasi untuk kawasan

akuakultur masih dalam proses penfrsunan minimal pada

tingkat sosialisasi.

3) Nilai 1 jika tidak ada peraturan RTRW dan zonasi untuk kawasan
akuakultur.



b. Penilaian peraturan perizinan usaha perikanan dilakukan dengan
h-rjuan untuk melihat efektivitas pengaturan perizinar usaha
perikanar untuk kepentingan akuakultur berbasis peraturan RTRW

dan/atau Zo4asi. Bobot penitaian untuk pengamatan ini adalah
7,5OYo dan Auditor diwajibkan melakukan pengamatan dengan
metoda I. Pemberian nilai dilakukan Auditor dengan cara sebagai
berikut:

l) Nitai 3 jika peraturan perizinan usaha perikanan telah
diimplementasikan > 8oo/o.

2) Nilai 2 jika peraturan perizinan usaha perikanan telah
diimplementasikan antara SO - 80%.

3) Nilai 1 jika peraturan perizinan usaha perikanan telah
diimplementasikan < 50%.

8. Parameter 8: Tingkat kepatuhan/penegakan hukum dinilai dengan bobot
25o/o dari total penerapan prinsip 3. penilaian tingkat kepatuhar/
penegakan hukum dilakukan dengan tujuan untuk melihat peran pemda

menegakkan hukum di kawasan akuakultur. Auditor diwajibkan
melakukan pengamatan dengan metoda I & II. pemberian nilai
dilakukan Auditor dengan cara sebagai berikut:
l) Nilai 3 jika semua pelanggaran diproses dan ditindaklanjuti secara

tuntas

2) Niiai 2 jika ada pelanggaran tetapi belum diproses dan ditindaklanjuti
secara tuntas

3) Nilai l jika tidak ada upaya penegakan hukum
9. Paratemer 9: Partisipasi masyarakat dalam penentuan tata ruang untuk

kawasan akuakultur dinitai dengan bobot 15% dari total penerapan
prinsip 3. Penilaian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat peran

masyarakat dalam menentukan tata ruang untuk kawasan akuakultur.
Auditor diwajibkan melakukan pengamatan dengan metoda I dan II.
Pemberian nilai dilakukar Auditor dengan cara sebagai berikut:
1) Nilai 3 jika >80% pembudidaya ikan menyatakan puas atas

penentuan tata ruang untuk kawasan akuakultur,
2) Nilai 2 jika 50-80% pembudidaya ikan menyatakan puas atas

penentuan tata ruang untuk kawasan akuakultur.
3) Nilai I jika <SOo/o pembudidaya ikan menyatakan puas atas

penentuan tata ruang untuk kawasan akuakultur.
10, Parameter 1O: Sinergitas Satuan Kerja pemerilltah Daerah dinilai dengan

bobot 15% dari total penerapan prinsip 3.



Penilaian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat efektivitas
sinergitas antar SKPD dalam pengelolaan akuakultur. Auditor
diwajibkan melakukan pengamatan dengan metoda I. pemberian nilai
dilakukan Auditor dengan cara sebagai berikut:
1) Nilai 3 jika peraturan / kebijakan yang terkait saling sinergi dan

mendukung akuaku.ttur

2) Nilai 2 jika peraturan/kebijakan yang ada tidak bertentangan
3) Nilai 1 jika ada peraturan/ kebijakan yang bertentangan dan

berdampak merugikan akuakultur
11. Parameter 11: Monitoring dan Evaluasi

dinilai dengan bobot t5% dari total penerapan prinsip 3. penilaian ini
dilalukan dengan tujuan untuk melihat efektivitas kegiatan pengelolaan

wilayah yalg dilakukan Pemda dalam rangka menjamin seluruh pemilik
kepentingan dapat mengetola aktivitasnya secara berketanjutan. Auditor
diwajibkal melakukan pengamatan dengan metoda I. pemberian nilai
dilakukan Auditor dengan cara sebagai berikut:
f) Nilai 3 jika Pemda telah mengelola wilayah sesuai dengan peraturan

RTRW dan/atau Zonasi.

2) Nilai 2 jika monev pengelolaan kawasan dilakukan (ada laporan
monevnya) dan hasilnya tidak digunakan untuk
perbaikan/perencanaan ke depan.

3) Nilai l jika tidak ada kegiatan pengelolaan kawasan.
B, Cara Pelaporan tlasil Penilaian

Auditor perlu menyampaikan laporan hasil penilaian kepada pihak
pemohon dan Direktur Jenderal dalam jangka waktu pating tama 1 (satu)

bulan sejak kegiatar penilaian setesai dilakukarr. Iaporar hasil penilaian
ADPE yang disampaikan, antara Lain menjelaskan latar belakang darl tujuan
penilaian, metodologi penila.ian yang digunakan, hasil penilaian,
rekomendasi untuk pengelolaan kawasan ADpE yang lebih baik sesuai
dengan format lampiran cara penilaian dan data dukung sesuai formulir 5.



BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dal evaluasi cara penilaian penerapan ADPE melibatkan pihak
Direktorat Jenderal, pihak penyelenggara pelatihan pengajar Auditor, pihak
penyelenggara pelatihan calon Auditor, Auditor dan pemerintah Daerah,
melipuLi:

1) Direktorat Jenderal melakukan monitoring dan eva,luasi atas pelaksanaan

cara penilaian penerapan ADPE di daerah dal dapat mendelegasikan

kewenangan kepada pihat tainnya yang kompeten melatui suatu perjanjian
kerja sama.

2) Penyelenggara Pelatihan Pengajar ADPE melakukan monitoring dan evaluasi

atas penyelenggaraan pelatihan calon Auditor.

3) Auditor dan Pemerintah Daerah memberikan masukan kepada Direktorat
Jenderal untuk perbaikan cara penilaian penerapan ADPE.



BAB V

PENUTUP

Kunci keberhasilan dari penilaian atas status penerapan ADpE berada pada
pelaksanaan penilaian penerapan ADPE dimana harus dilakukan oleh pihak
baik secara lembaga atau perorangan yang kompeten, yaitu yang memahami
prinsip ADPE, secara legalitas memiliki sertifikat penilai ADPE dan mendapat
penugasan dari Direktur Jenderal. Hasit penilaian ADPE ini menjadi acuan
penting bagi para pihak dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan
kawasan akuakultur secara berkelaljutan terutama bagi pemerintah Daeral.
Akhimya semua pihak baik sektor perikanan maupun sektor tainnya
diharapkan turut memberikan dukungan terhadap kelangsungan dan
keberadaan kawasan ADPE.

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

SLAMET SOEBJAKTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Humas,

Diana

ttd

I'



DAF'IAR FORMULIR

CARA PENILAIAN

NO

FORMULIR

ISI FORMULIR

I Ketentuan yang wajib ada pada dokumen Pe{anjian Kerjasama

antara pihak Ditjen Perikanan Budidaya (Pihak Kesatu) dengan

pihak penyelenggara pelatihan caton pengajar Auditor (Pihak

Kedua)

2 Ketentuan penyelenggaraan pelatihan bagi calon Auditor

3 Ketentuan yang harus ada dalam kontrak kerja antara Pihak

Pemerintah Daerah dengan Tim Auditor

4 Format penilaian penerapan ADPE untuk Auditor

) Format pelaporan hasil penilaian ADPE untuk Auditor

6 Penetapar dan pemetaar titik pengambilan sampel untuk
kawasan akuakultur

7 Parameter mutu lingkungan pada pengamatan mutu limbah

akuakultur



Pihak keduaPihak kesatu l'1. Berhak menetapkan standarisas
penyelenggaraan pelatihan bagi
calon pengajar auditor dan dosen
pengajar serta melakukan
pengawasan atas penyelenggaraan
pelatihan bagi calon pengajar auditor

2. Berhak memutuskan perjanjian
kerjasama dengan pihak kedua,
apabila dalam penyelenggaraan
pelatihan bagi calon pengajar auditor
tidak sesuai dengan standar yang
ditetapkan dan berdampak kepada
tidak tercapainya standar kompetensi
calon pengajar auditor sebagaimana
diharapkan

3. Berhak meminta pihak kedua untuk
melakukan penyegaran materi
pelatihan terkait ADPE bagi pengajar
dan calon pengajar auditor atas
perubahan juknis pengelolaan
kawasan ADPE

Berhak menyelenggarakan pelatihan
bagi calon pengajar auditor sesuai
standarisasi penyelenggaraan
pelatihan bagi calon pengajar auditor
yang telah ditetapkan oleh pihak kesatu
Berhak menunjuk/menetapkan pihak
penyelenggara pelatihan bagi calon
auditor
Berhak mengusulkan perubahan materi
yang tertuang dalam perjanjian keqa
sama

iTi

2

3

Formulir '1.

Ketentuan yang wajib ada pada dokumen perjanjian kerjasama antara pihak DJPB (Pihak
kesatu) dengan pihak penyelenggara pelatihan calon pengajar auditor (pihak kedua)

Hak

Kewajiban

No DJPB Pihak kedua
1 1. Melakukan monitoring dan

evaluasi atas penyelenggaraan
pelatihan bagi calon pengajar
auditor

1. Konsultasi dengan DJPB dalam rangka
Penyiapan rencana kegiatan dan
pembiayaan penyelenggaraan
pelatihan bagi calon pengajar auditor

2. Penyusunan rencana kegiatan dan
pembiayaan seleksi dan
penyelenggaraan pelatihan bagi calon
pengajar auditor.

3. Pendalaman materi pelatihan perlu
mengacu pada petunjuk teknis
pengelolaan kawasan ADPE rujukan
DJPB dan diwajibkan
menyelenggarakan pre dan post test
untuk mengukur kelayakan bagi calon
pengajar auditor.

4. Penyegaran materi terkait ADPE
kepada pengajar dan calon pengajar
auditor ADPE sebagai tindak lanjut dari
permintaan Direktur Jenderal

5. Menyampaikan laporan atas
penyelenggaraan pelatihan bagi calon
pengajar auditor. Melaporkan kepada
pihak kesatu atas penyelenggara

atihan auditor



Formulir 2
Ketentuan penyelenggaraan pelatihan bagi calon auditor

Hak:

Pihak kesatu Pihak kedua
1 Berhak melakukan kerjasama

dengan pihak lain untuk
menyelenggarakan pelatihan
bagi calon auditor sesuai dengan
standar penyelenggaraan
pelatihan yang telah ditetapkan
Bersama oleh pihak kesatu dan
DJPB
Berhak memutuskan perjanjian
kerjasama dengan pihak kedua,
apabila dalam penyelenggaraan
pelatihan bagi calon auditor tidak
sesuai dengan standar yang
ditetapkan dan berdampak
kepada tidak tercapainya standar
kompetensi auditor
seba aimana diha n

2

1. Berhak mengusulkan perubahan materi
yang tertuang dalam perjanjian kerja sama
dengan pihak kesatu

2. Penyelenggara pelatihan bagi calon auditor,
tetapi bukan pelalihan bagi caton pengajar
Auditor

Pihak kesatu P k kedua
1. Melakukan monitoring dan

evaluasi alas penyelenggaraan
pelatihan bagi calon auditor

1. Konsultasi dengan pihak kedua dalam
rangka Penyiapan rencana kegiatan dan
pembiayaan penyelenggaraan pelatihan
bagi calon auditor

2. Penyiapan rencana kegiatan dan
pembiayaan penyelenggaraan seleksi dan
pelatihan bagi calon auditor

3. Pelaksanaan pelatihan bagi calon auditor
ADPE mewajibkan pihak ketiga menyeleksi
calon auditor dengan baik yang: (i) memitiki
latar belakang pendidikan minimum D3/S1
bidang
biologi/perikanan/pertanian/petemakani (ii)
mampu menunjukkan surat pengalaman
kerja di bidang perikanan budidaya minimat
3 tahun dan (iii) sehat jasmani rohani untuk
bekerja sebagai auditor serta lebih disukai
memiliki kemampuan berenang. Catatan:
Calon auditor dapat berasal dari penyuluh
perikanan, fungsional bidang perikanan,
pelaku usaha akuakultur dan lainnya.

4. Pihak kedua wajib memberikan pendataman
materi tentang petunjuk teknis pengelolaan
kawasan ADPE kepada calon auditor dan
menyelenggarakan pre dan post test bagi
calon auditor untuk mengukur kelayakan
bagi seorang auditor

5. Pihak kedua wajib menyediakan pengajar
bidang ADPE yang memiliki sertifikat
pengajar dari Pihak kesatu yang masih
berlaku.

Kewajiban:



6. Cara melatih dan menguji bagi calon auditor
adalah sama dan serupa dengan cara
melatih dan menguji bagi seorang penga.iar
pelatihan calon auditor.

7. Pihak penyelenggara pelatihan auditor
dilarang men-sub-kan pekerjaan pelatihan
kepada pihak lain dan tunduk kepada
ketentuan yang ditetapkan dalam surat
perjanjian kerjasama dengan pihak kesatu.

8. Buku acuan yang wajib diajarkan kepada
peserta auditor adalah petunjuk teknis
pengelolaan kawasan ADPE yang
diterbitkan oleh DJPB.

9. Jumlah maksimum peserta pelatihan calon
auditor adalah 20
peserta/pengajar/angkatan.

10. Peserta pelatihan dinyatakan lulus dan
berhak bertugas selama 5 tahun sebagai
Auditor.

1 1. Menyampaikan laporan atas
penyelenggaraan pelatihan bagi calon
auditor.

Pihak kesatu Pihak kedua



Formulir 3
Ketentuan yang harus ada dalam kontrak kerja antara pihak pemda dengan Tim auditor

Hak:

Kewajiban

Daerah Tim Auditor
1. Bersama

kontrak
Tim

kerja
Auditor
kegiatan

menyusun
penilaian

nera ADPE

1. Pembe rian masukan penyempurnaan
kontrak kerja kegiatan penilaian
penerapan ADPE

ntah Daerah Tim Auditor
'1. Penyediaan/pembiayaan sarana

prasarana pendukung kegiatanpenilaian (termasuk biaya
mendatangkan tim auditor)

2. Penunjukkan petugas pendamping
auditor

1. Koordinasi dengan pihak PEMDA
berkaitan dengan penugasan
penilaian penerapan ADPE dari DJPB
termasuk menyerahkan duplikasi
surat penugasan dari DJPB, duptikasi
sertifikat auditor dan surat keterangan
sehat dari dokter.
Penjelasan rencana kerja penilaian
dan penyusunan rencana kerja
bersama Tim Pemda
Penetapan titik pengambilan sampel
dan koordinasi dengan pihak lain
untuk pengambilan sampel air dan
pengukuran mutu air

2

3



Formulir 4
Format penilaian penerapan ADPE untuk Auditor

MATRIKS PENILAIAN PENERAPAN ADPE (Akuakulrur Damran)

Lokasi Penilaian i Kawasan Akuakullur Desa ...... Kecamatan , K?bupaten....-, Provinsi

Jenis Komoditas Bud Dominan: Budida

Catatan tambahan khusus:

NO PRINSIP METODA
PENGAMATA

N

PORSI SCORE
NILA

I

CAT

N
PRINSIP I: KEBFRLANruTAN LKOSISJLM 100%

I

t.t Kesesuaian kawasan akuakukur dengan I l0%

Nilai 3 jika kawasan akuakulrur sesuai tata
d PEMDA

Nilai 2 jika kawasan akuakultur sesuai rata
ruang/ zonasi tetapi pemtuamya b€lum

ditelapkan PEMDA

Nilai I jika kawasan akuakultu tidak
sesuai taaa ruang/ zonasi yang diletapkan

PEMDA
\.2 Kawaaan a.kua](ultul secara relatif tidak

mencemari lingkungan (Dampakkawasan
akuakultur terhadap Iingkungan)

III & IV

Nilai 3jika < 30% pararnerer yang diukur
dinilai mencemari lingkunsan

Nilai 2jika 30% - ?0./o panmereryang
diukur dinilai mencemari lirgkunsan

Nilai I jika > ?0./o parameter yang diukur
dinilai rnencemari ljngkunsan

1.3 Pemelluhan kebutuhan air untuk kawa\an
aLuakullur se€ara kuantiras dan kualiias

I&ll 50/o

Nilai 3 jika > 70% kawassn mendapal air
sesuaijumlah

Nilai 2jika 30% - 70% kawasan mendapar
umlah

Nilai ljika < 30% kawasan mendapat air

1.3.2 Pemenuhan kebutuhan air unruk kawasan
akuakultur secam tualitas

III & IV 50/o

Nilai 3 diberikanjika> 70% mulu air
sesuai kebuluhafl

Nilai 2 diberikarjika 30/6 - ?Oyo mutu air
s€suai kebutuhan

Nilai I diberikarjfta < 30./o muru air
sesuai keburuhan

1.4 Kedekatan kawasan akuakuhurdengan I.II&IV t0v.

Nilai I jika tidak ada potensi dan/atau ada
poaensi sumbar pencemamn tapi b€lum

Luas Kawasan

Waktu Penilaian: .........

Kesesuaian kawassn akuakulturdengan
daya dukung linskunqan

400/o

t0%

L3.1 Pemenuhan kebduhan air untutr ka$asan
alxakultur secara kuantitas



Nilai 2 jika ada potensi sumber
pencemaran dan telai berdamFak namun

dEpal diatasi

Nilai I jika ada sumber pencemaran,

berdampal merugikan dan belum dapat
diatasi

2
Keberlanjutan pengelolaan kawasan
Akuakultur

25%

2.1 Penggunaan b€nih ikan yanS ramah
lin8kunsan

I&II

Nilai ljika > 70% pembudidaya ikan
menggunak n benih ikan mma}l

linskunaan
Nilai2jika 30% - 7070 pembudidaya ikan

menSSunakan benih ikan ramah
linekungan

Nilai I jika < 30elo p€mbudidaya ikan
menggunakan benih ikan ramah

linakunaan

2.2 Pemenullan kebutuhan tcnih ikan sesuai
har8a, jumlah dan kualitas

I&II

Nilai 3 diberikan j ika > 70% kebuohall
benih yang sesuai harga, sesuai kualitas
dan sesuai jumlah rercukupi sepanjang

waktlr

Nilai 2 dibedkan j ika 30% - 70%
kebutuhan benih tercukupi dan adakalanya

lidak tercukupi

Nilai I dibcrikanjika < 30% kebLtuhan
benih tcrcukupi dan seringkali tidak

tercukuPi

Kesesuaian penggunaan pakan ikin dari
aspek legalitas dan cara pemberiannya

I&II +/o

Nilai3 jika > 70% pembudidaya
menggunakan pakan ikan yang terdaftar di

KKP, dan cara penggunaafiya efisien
yang dibuklikan dari oilai FCRsesuai
rekomendasi teknis DJPB untuk cara

budidaya ikan target

Nilai 2jika 3070 - 70% 700lo p€mbudidaya
menSEunakan pak?rn ikan yang terdanar di

KKP, dan cara penggunaannya efisien
yang dibuktikan dari nilai FCR scsuai
rekomendasi teknis DJPB untuk cam

budidaya ikan larget

Nilai I jika < 30% 70% p€nbudidaya
menggunakan pakan ikan yang te.datar di

KKP, dan cara penggunaarmya efisien
yang dibuktikan dari nilai FCR sesuai
rekomendasi teknis DJPB untuk cara

budidaya ikan larget
2_4 Kesesuaian penSgunaan obat ikan dari

aspek legalitas dan cara penggunaan
I&II 4o/o

Nilai 3jika seluuh (100%) p€rnbudidaya
meoggunakian obat ikan yang terdaft.r di
KKP dan pangguDaannya sesuai anjuran

t€knis

Nilai 2 jika seluruh (I00%) pembudidaya
menSgunakan obat ikan yang terdaffar di
KKP namun p€nggunaannya tidak scsuai

anjuran leknis
Nilai I jika ditemukan ada p€mbudidaya
yan8 mengSunakad obai ierlaIang (yang

tidak lerdaftar di KKP)
2_5 Penanganan wabah penyakit ikm

berbahaya
I&II 4a/o

I

F



Nilai 3jika dalam 2 tahun temlhir tidak
terjadi kejadian wabah peoyakil ikan

berbahaya dan gagal panen akibar
penyakit <10%

Nilai 2jika dalam 2 tahun rerakhir terjadi
kejadian wabah p€nyakil ikan berbahaya

dan gag6l panen alibal penyatit I 07o -
50%

Nilai I jika dalam 2 tahun terakhirterjadi
kejadian wabah p€nyakit ikan berbahaya

dan gagal panen akibat penyakit > 50%

2_6 Alih fungsi p€.untukkan lalun untuk
akuakultur

I&II

Nilai 3 jika tidak ada alih tungsi lahan alau
ada alih fungsi lahan yang sudah

dikompenssi sehingga fungsi ekosistem
tidak terqanasu

Nilai 2jikaada alih turgsi lahan yang
sudah dikonpensasi namun ftngsi

ekosist€m masih terganggu

Nilai I jikaada alih fungsilahan dan tidal
melal-ukan konpensasi bahkan

mengurangi/merugikan peran ekosistem

2.7 Jumlah pembudidaya ikan yang memiliki
sstifikat cam pembudidayaan ikan yatg
baik

I&II

Nilai 3 jika > 50% pembudidaya ikan yang
bers€nifikat

Nilai2 jika 20% - 50ol" pembudidaya ikan
bersenifikat

Nilai I jika < 20 /o pernbudidaya ikan yang
bers€nifikat

l
Pengelola"n lingkungan pada kawasan
akuakultur

35o/o

Pemenuhan lerhadap persyaratan
lingkungan (Kajian linskungan Hidup
Srategis (KLHSyAmdal dan

I

Nilai 3 jika kawasan akuakultur tclah
dikaji dalam dokumen Kajian Lingkungan

Hidup Stratcgis dar/atau telai nemiliki
dokumen Amdal yang diakui Otoritas

lingkunSan atau > 60% pembudidaya telah
memiliki izin

Nilai 2jika tidat ada dokumen KHLS
dan/alau tidak ada dokumen Ahdal

kawasan namun 30% - 60% pembudidaya
telah memiliki izin I

Nilai l jika tidak ada dokumen KHLS
dar/atau tidak ada dokumen Amdat

kawasan namun < 30% pembudidaya tetah
memilikiizin li

3_2 I&II t2yo
Nilai 3 jika lingkungar kawasan dan

sekitamya telah temonitor dengan baik
(ada lapomn moniroring evaluasi dan
tindakan perbaikan Iingkungan) oleh

PEMDA
Nilai 2jika l;ngkungan kawasan dan

sekitamya tclah termonitor cukup baik
(ada lapoBn monitoring tetapi tidak ada

evaluasi dan iindal(ar perbaikan
oleh PEMDA

Nilai I jika linskunsan tawasan dan
sekitamF tidak termonitor oleh PEMDA

3.1

Moniroring lingkungan



1.3 Perlindungan habilat dan keaneka-ragaman
hayari

I&II

Nilai 3 jika PEMDA sctcmpat ncmiliki
program perlindungan habitat dan

keaneka-ragaman hayati serta
kan dengao baik

Nilai 2jika PEMDA serempat memiliki
program p€rlindunSan habirar dan

keaneka-ragaman hayati terapi belum
diimplementasikan densan baik

Nilai I jika PEMDA seternpat ridak
memiliki program perlindungan habitar

dan keaneka-ragaman hayari

PRINSTP 2i KESEJAHTERAAN & PEMERATAAN 100%

ASPEK SOSIAL 60%
1_t Kctenagakerjaan bidang akuakultur 20..'o

4.1.1 Penyerapan tenaga kerja lokal (saru
PEMDA) di kawasan akuakultur

t&ll

Nilai 3 jika > 8070 tenaga kerja
meruPakan masyarakat lokal

Nilai 2jika > 50oZ - 80% t€nasakerja
merupakan msyarakat lokal

Nilai ljika < 50% tenaga ke{a
merupakan masyarakar lokal

1.1.2 Kompetensi tenaga kerja pada unil
pembudidayaan ikan

I&II '70/o

Nilai 3 : > 60T0Tenagaleknis
akuakultur kompctcn (memiliki

senifikat pelatihan / seni6kasi
kompetensi/bukti lain yang sah dan

dipercalr)
Nilai 2: Antara 30 - 60 % Tcnaga

teknis ahrakultur kompeten

Nilai l: < 3 0% Tenaga teknis
akuakultur kompeten

4.1.1 Dampak akuakultur pada peningkaran
kapasihs masyarakat lokal bidang
perikanan (magang kerja)

I&II '70/o

Nilai 3 j ika kawasan memberi
kcsempatan kepada masyarakar unruk

melakukan DrgaDg kerja dalam 2
tahm terakhir dan tercartum dalam
dokumen rencana kerja pengalolaan

kawasan

Nilai2 jika ka*asan memberi
kesempatan kepada masyamkal untuk

melalr*an magang kerja dalam 2
tahull teraklir letapi ddak iercantum

dalam dokumcn rencana kcta
pengelolaan kawasan

melakukan magang kerja
4.2 Jarninan sosial untuk pembudialaya

ikan
I&II 5vo

Nilai 3 : Tcrdapat program janinan
sosial (jaminan ketenagakerjaan dan

jaminan gagal panen) dan
baik

Nilai 2 i Apabila r€rdapat program
jaminan sosial namun belum terlaksana

dengan baik atau tidak ada progam
telapi ada implementasi penjaminan

sosial

Nilai I tidak terdapat progam
jaminan sosial bagi usaha budidaya

Nilai I jika kswasan tidak memberi
kes€mparan kepada m6yarakal unruk



4.3 Konflik sosial I&II
Nilai 3 j ika pengelola kawasan

memiliki dokumen rencana resolusi
konflik dan apabila ada kolflik dapat
diselesaikan den baik dan lunlas.
Nilai 2jika pengelola kawasan ridak
memiliki dokumen rencana resolusi

tl l apabila ada konflik dapal
d baik dan

Nilai I jika pengelola kawasan ridak
mcmiliki dokumen rencana resolusi

konflik dan apabila ada konflik ridak
dapat diselesaikan dengan baik dan

tunlas.
Pammeter 5 ASPEK EKONOMI

5.1 Status lahan yang dikelola
Dcmbudidaya ikan

l&lI

Nilai 3jika >70yo lahan akuakutrur
lcrstatus hak milild hak guna usaha

Nilai 2jika 50%,70% lahan
akuakuhur berstatus hak milili/ hak

Nilai I jika < 50% lahan akuakullur
berstatus haL miliV hak

5.2 Akumulasi asset oleh pembudidaya
ikan modal)

I&II

Nilai 3 jika >30% kelrntunSan usaha
akua&ultur diinvesrasikan sebagai

modal usaha akuakultur

Nilai 2jika l0.o/o - 30% keuntungan
usaha akuakultur diinvestasikan

kembali sebagai modal usaha
akuakultur

Nilai ljika < l0% keuntun8an usaha
akuakultur diinvestasikan kembali

sebagai modal usaha akualulrur

Aksesibilitas t€rhadap modal sesuai
dengah kebun han

I&II

Nilai3jika> 70% pembudiday. ik6n
mudah mengakses modal usaha s€suai

dengan keburuhan

Nilai2jika 307o - 70% pembudidaya
ikao mudah mengakses modal usala

sesuai dengan kebutuhan

Nilai l jika < 30% pembudidaya ikan
mudah mcngakses rnodal usaha sesuai

dengan k€butuhan

5.4 Aksesibililas lerhadap pasar I&II 5o/;

Nilai 3jika > 70olo penbudidaya ikan
menSaku mudah untuk memasarkan

Nilai2jika 30% - 70% pembudidaya
ikan mengalu mudah untuk

memasalkan

Nilai I jika < 30% pembudidaya ikan
mengaku mudah untuk memasarkan

5.5 TcrciptanlB pasar bersaing sempuma
(fair rade)

II&IV

Nilai 3 jika pssor b€main8 s€mpuma
dan mcmberikan kepuasan kepada

pedual dan pemb.li

Nilai 2 jika hanya penjual atau pembeli
yang mengaku puas

Nilai I jika penjual dan pembeli
mengaku lidal puas

40%

5o/o

5.i



5.6 Pendapahn rumah langga
p.mbudidaya ikan. Catatan: llanya
berlaku bagi pembudidaya ikan yang
mata pencaharian utamanya adalah dari
akuakuhur

I&ll

Nilai 3jita p€ndapatnny. > UMR

Nilai 2 jika pendapatannya sama
densan UMR

Nilai I jika pendapaunnya < UVR
5.',| Kebiasaan menabung l&ll

Nilai 3 jika> 70% p€mbudidaya
memiliki k€biasaan menabuns

Nilai 2jika 30% - 70% pembudidaya
memiliki kebiasaan menabung

Nilai l jika < 30% p€mbudidaya
memiliki kebiasaan menabune

5.8 Kcuntungan usaha dibandingkan
dengan biaya produksi akuakultur

I&II J%

Nilai 3 jika rasio keuntungan dan biays
> I (lavak)

Nilai2jika rasio keuntun8an dan biaya
= I (kurans layak)

Nilai I jika rasio keuntungan dan biaya
< 1 (idak layak)

100%

Parameter 6 Kclembagaan I l5%

Nilai 3jika ada lembaSa formal yang
jelas otorilas untuk pengelolaan

kawasan aluakultumya dan efekif
perarmya

Nilai 2jika ada lembaga formal yang
jelas otoritas untuk pengelolaan

ka*&san akuakulrurnya reapi b€lum
efekil pemnnya

Nilai l jikatidak ada lembaga formal
yang jelas otoritas untuk pengelolaan

kawa$n akuakultifiya

r59/o

'I _l Peraturan RTRW dadatau zonasi
unluk kawasan akuakulor

I 8%

Nilai 3 jika p€raturan Rencana
Tara Ruang wilayah (RTRW) dar/arau

zonasi secara jelas mengatur kawasan
akuakultur

Nilai 2 jika pemturan RTRW dan/atau
zonasi untuk kawasan akurloltur
masih dalam proses penyusunan
minimal pada tingkal sosialisasi

Nilai I jika tidak ada peranran RTRW
dan zonasi untuk kawasan akuakultur

7.2 Peratuan perizinan usaha perikanan I 8o;

Nilai 3 jiks peraturan perizinan usaha
pcrikanan telah diimplementasikan >

80%
Nilai 2 jika !,eraturan perizinan usaha

perikanan telah diimplementasikan
antara J0 - 80./o

Nilai I jika pcraturan p€rizinan usaha
parikanan telah diimplementasikan <

50%
Paramcter 8 Kepatrhan/ pen€gakan hukum I&II

Nilai 3 jika sernua pelanggaran
diproses dan ditindaklanjuti secara

tuntas

PRINSIP 3: IATA KELOLA

25n/o

--.t

[t-_]

--t-



Nilai2jika ada pelanggaran rerapi
belum diproses dan dirindaklanjuti

secam tuntas
Nilai I jika lidak ada upay6 petregakan

hukum
Panisipaii masyarakar t&x 15%

Nilai 3 jika >80% pembudidaya ikan
menyalakan puas atas p€neniuan tata

unnt kawasan akuakultur
Nilai 2jika s0-80% pembudidaya ikan

menyatakan puas alas penentuan rara
ruang untuk kawasan akuatulrur

Nilai I jika <50olo pembudidaya ikan
menyatakan puas atas perentuan tata

ruang untuk kawa$n akuakulrur

Paraineter I 0 Sinergitas Satuar Kerja Pemerintah
Daerah

I 150/.

Nilai 3 jika peraturarv kebijakan yang
terkail saling sinergi dan mendukung

aLuakultur
Nilai 2 jika peraturan^ebijakan yang

ada lidak bertentansan

Nilai I jika ada p€ratura kebijakan
yang b€nentangan dan berdampak

merugikan akuakultur

Parameter I I Monitoring dan Evaluasi I 150./.

Nilai Sjika mon€v penselolaan
kawasan diiakukan (ada laporan

monevnya) dan hasilnya digunakan

Nilai 2 jika monev p€ngelohan
kawasan dilakukan (ada laporan

monevnya) dan hasilnya ridat
digunakan unluk

perbaiktui/p€r€ncanaan ke D€Dan

Nilai I jika tidak ada kegiatan monev
pengelolaan kawasan

lrkasi Penilaian : Kawasan Akuakulru Desa ...... Kecamaran . Kabupalcn....., Provinsi

Catatan tambahan khusus:

MATRIKS PENILAIAN PENERApAN ADPE (Akuakultur perairan Umum)

NO PRINSIP METODA
PENGAMATA

N

PORSI SCORE

NILA
I

CAT

N
PRINSIP l: KEBERLA\ruTAN EKOSTSTEM 100%
Pammeter

I
Kesesuaian kawasan akuakultur denSan

ti

K€sesuaian kawasan akuakuttur d€ngan

l.l. t Kesesuaiar kawasan akuakulturderyan I 59n

Nilai 3 jika kawasad akualiultur sesuaitata
PLMDA

ke Dcpar

TOTAL NILAI INDIKATOR PENERAPAN ADPE

Jenis Komodihs Budidaya Domimtr: Budidala ..... .

wallu Penilaian: .

40%

l.l



Nilai 2 jika kawaran akuakulrur sesuai iara
ruang/ zonasi tetapi p€mtumruya belum

ditetapkan PEMDA

Nilai I jika kswasan akuakultur tidak
sesuai tala nrang,/ zonasi yang ditetapkan

PEMDA
Pengelolaan kawasan akuakultur sesuai

denSan da)? dukung lingkungan
berdasarkan suatu hasil

I 50/o

N ilai 3 jika pengelol.an kawasan
a.kualultumya sesuai dengan daya dukunS

Iin8kun8an b€rdasarkan hasil kajian dan

Nilai 2 j ika pengelolaan kawasan
akuakultumya sesuai dengan daya dukung
lingkungan berdasarkan hasil kajian retapi

belum dilelapkan sebagai pemturan oleh
PEMDA

Nilai I jika pengelol.an kawasan
aluakultumya tidak disesuaikan d.ngtui

daya dukung lingkungan berdasa*an hasil
kajian slau kegiatan peng€lolaamya ridak

t_2 Kawasan akuakultur secara relatif tidak
mencemari l;ngkungan (Dampak kawasan
akuakultur terhadap lingkungan)

T1&IV tov.

Nilai 3 j ika < 30olo pararneter yang diukur
dinilai mencemari lingkungan

Nilai 2jika l0% - 70% paramerer yang
diukur dinilai rnencemari lingkungan

Nilai I jika > 7vlo parancter yaDS diukur
dinilai mencemari lingkungan

1.3 Pemenuhan kebutuhan air untuk kawasan
akuakultur secara kuantitas dan kualitas

t.3 Pemenuhan kebutuhan air untuk kawasan
akuakuhur sccara kuantitas

I&11 59'o

Nilai 3 jika > 7Yo kawasan mendapat air
sesuaijumlah

Nilai 2 jika loplo - 70 /o kawasan mcndapat
air sesuaijumlah

Nilai I jika < 30../o ka*"san mcndapat air
sesuaijumlah

1.3.2 Pemenuhall kebutuhan air untuk kawasan
al-oakulfur secara kualitas

Nilai 3 diberikan j ika > 7elo mutu air
sesuai kebutuhan

Nilai 2 diberikan j ika 30% - 70% muru air
sesuai keburuhan

Nilai I dib€rik.n jika < 3 0../o muu air
s€suai kcbutuhan

1.4 Kedekatan kawasan akuakultur dengan I,II&IV t0%

Nilai Sjika tidak ada polensi dadatau ada
potensi sumber pencemaran tapi belum

Nilai 2 jika ada potedsi sumb€r
pcocamaran dan telah berdampak namun

dapat diar&ri

Nilai I jika ada suober pencemaran,
b€rdampak merugikan dan belum dapat

dialasi

2
Keberlanjutan pengelolaan kawasan
Akuakuhur

25%

2.1 Penggunam benih ikan yang ramah

!t!AkunS-'
l&I

1.1.2

I

III & IV r--

----t--



Nilai 3 jika > 70% pembudidaya ikan
menssunskan benih ikan rarnah

lingkunsan
Nilai 2jika 30% - 70% p€mbudidaya ikan

menggunakan beoih ika[ ramah
linskunaan

Nilai I jika < 30% penbudidaya ikan
mengSunakan benih ikan raman

linskunsan
2.2 Pemenuhan kebutuhan b€nih ikan sesuai

harga, jumlah drn kualita:
l&[

Nilai 3 diberikanjika> ?0% kebutuhan
benih yang sesuai harga, sesuai kualitas
dan sesuai jumlah terruLupi s€panjang

wallu
Nilai 2 diberikan j ika 30elo - 70%

kebutuhan benih tercukupi dan adalolanya
tidak tercukupi

Nilai I diberikanjika < l0% kebutuhan
benih tercukupi dan seringkali tidak

tercuk-upi

2.3 Kcsesuaian penggunaan pakan ikan dari
sspek tegalilas da. cara Pemberiannya

I&II 4o/o

Nilai3 jika > 70% penbudidaya
m€nggunakar pakan ikalt yang lerdaftar di

KKP, dan cara penggunaannya efisien
yang dibuktikan dari nilai FCR sesuai
rekomendasi teknis DJPB untuk cam

budidaya ikan target

Nilai2jika 30elo - 70% 70% pembudidaya
menSgunakan paLan il(an yang aerdaflar di

KKP, &n cam penggunaannya efisien
yanS dibuktikan dari nilai FCR sesuai
rekomendasi teknis DJPB untuk cam

budidaya ikan tarqet

Nilai I jika < 30% 70olo pembudidaya
mengSunalGn pakan ika,l yang terdaftar di

KKP, dan cam penggunaannya efisien
yang dibukik!. dari nilai FCR sesuai
rekomendasi teknis DJPB untuk €ara

budidaya ikan tnrget

2_4 Kesesuaian p€nggunaan obd ikan drri
aspek lagalitas dan cara penggunaan

I&II

Nilai3 jika seluruh (100%) pembudidaya
menggunakan obal ikan yang terdaffar di
KKP dan penggunaannya sesuai anjumn

teknis
Nilai 2 jika seluruh (100%) pembudidaya
menSgunakan obat ikan yang terdaftar di
KKP namun ftnggunaannya tidak sesuai

aniurEn teknis

Nilai ljika dii€mukan ada pembudidaya
y3n8 menggunakan obat terlarang Lvang

lidak terdaftar di KKP)

2_5 Penan8anan wab€h penyakit ikan
b€rbahaya

I& ]I

Nilai 3 jika dalam 2 tahun tera.khir tidak
terjadi kejadian wabah penyakit ikan

berbahaya dan gagal panen akibar
penyatit <10%

Nilai 2 jika dalam 2 rahun re.akhir teiadi
kejadian wabah penyakit ikan bdtalaya

dan gagal panen akibat penyakit l0lo -

5tr/o
Nilai I jika dalam 2 tahun lemkhnterjadi
kejadian wabah penyakir ikan berbahaya

dan gagal pan€n akibat p€nyakt > 50../o



2.6 Alih fungsi peruntukkan lahan unruk I&X 40/,

Nilai 3 jika tidak ada alih fungsi lahan atau
ada alih fongsi lahan yang sudal

dikompasasi sehingga fungsi ekosistem
tidak rersanequ

Nilai 2 j ika ada alih tungsi lahan yang
sudah dikonpensasi namun tungsi

ekosistem masih terganggu

Nilai I jika ada alih tungsi lahan da. tidak
rnelakukan konpensasi bahkan

mengurangi/merugikan peran ekosisrem

2.1 Jumlah pembudidaya ikan yang memitiki
sertifikal cara pembudidayaan ikan yang
hsik

I&I

Nilai 3jika> 50% pembudidaya ikan yang
bersertifikat

Nilai I jika < 20olo pembudidaya ikan yang
bersertifikat

Pengelolaan lingkungan pada kawasan
akuakultur

35%

3.1 Pemenuhan terhadap persyaralar
Iingkungan (Kaji6n lingkungan Hidup
Stlateeis (KLHS)/Amdal dan

)

I

Nilai I jika kawasan akual-ulrur telah
dikaji dalam dokumen Kajian Lingkunsan

Hidup Stmtegis da atau telah nemiliki
dokumen Amdal yang diakui Otoritas

lingkungan atau > 60% pembudidaya lelah
memiliki izin linskunqan

Nilai 2jika tidak ada dokumeo KHLS
darL/atau tidak ada dokumen Amdal

kawrsan namun 30% - 60% pembudidaya
telah memiliki izin lingkunsan

Nilai I jika tidal ada dokunen KHLS
dadatau tidak ada dokum€n Amdal

kawasan namun < 30% pembudidaya telah
memiliki izin linskungan

3.2 Monitoring lingkungan I&II 120/,

Nilai 3jika lingkungan kawasan dan
sekitamya teiah termonitor dengan baik

(ada laporan monitoring evaluasi dan
tindakan perba;kan lingkungan) oleh

PEMDA set€mpat

Nilai 2 jika lingkungan kawasan dan
sekitamya lelal termonitor cukup baik

(ada laporan monitoring tetapi tidak ada
evaluasi dan tindakan perbaikan

lingkungan) oleh PEMDA setempat

Nilai I jika lingkungan kawasan dan
sekitamya tidak temonitor ol€h PEMDA

3.3 Perlindungan habitat dan keaneka"mgaman I&II t1%

Nilai 3 jika PEMDA setempar memiliki
progam perlindungan habitar dan

keaneka-ragaman hayali serta
diimplementasikan densan baik

Nilai 2jika PEMDA setempat memiliki
progrEm perlindungan habilat dan

keaneka-ragaman hayati tetapi belum
diimplementasikan densan baik

Nilai 2jika 20% - 50% pembudidaya ikan
yanE bersertifikar

TT

[-



Nilai I jika PEMDA setempat tidak
memiliki prograrn perlindungan habitar

dan kean€ka-ragaman hayati

PRINSIP 2: KESEJAHTERAAN & PEMERATAAN 100%

ASPEK SOSIAL 60%
4.1 Ketenagakerjaan bidan8 akuakultur 2to

4.1.1 Penyerapan tenaga keria lokal (satu
PEMDA di ka*asan akuakultur

l&lI

Nilai sjika > 80% tenasa k€ria
merupakan nasyarakat lokal

Nilai 2jika > 50% - 80% tenaeakerja
merupakan masyarakat lokal

Nilai I jika < 50% tenagakerja
merupakan masyarakat lokal

4_1.2 Kompetensi lenaga keia pada unit
pembudidar-aan ikan

'70/.

Nilai 3 : > 60%Tenagateknis
aloak-ultur kompeten (memiliki

senifikat pelatihan / serlifikasi
kompetensi,/buk1i lain yang sah dan

dipercaya)

Nilai 2: Antara 30 - 60 % Tenaga
teknis akuakultu kompeten

Nilai I : < 30%TenagatekDis
aLuakultur kompeten

4_t_3 Dampak akuakuhur pada p€ningkatan
kapasitas masyarakat lokal bidang
perikanan (magans keria)

I&ll

Nilai 3 jika kawasan memberi
kesempatan kepada masyamkat untuk

melak*an magang kerja dalam 2
tahun teraklir dan tercantum dalam
dokumen rencana kerja pengelolaan

kawaran

Nilai 2jika kawasan memberi
kesempatan kepada masyamkat untuk

melalrukan magang kerja dalam 2
tahun terakhir tetapi tidak tercantum

dalam dokumen rencana kerja
pengelolaan kawasan

Nilai I jika kawasan lidak memberi
kesempatan kepada masyamlat untuk

melakukan masanA keria
4_2 Jaminan sosial untuk pembudidaya

ikan
I&II 5%

Nilai 3 : Terdapal program jarninan
sosial (jaminan ketenagakerjaan dan

jaminan sagal panen) daD
terimplementasikan d€.san baik

Nilai2 : Apabila terdapat progmm
jamhan sosial namun belum terlaksana

dengan baik atau tidak ada progmm
tetapi ada implementasi penjaninan

sosial

Nilai I xidak terdapat program
janinan sosial bagi usaha budidaya

4.3 I&II 350/o

Nilai I jika pengelola kawasan
memiliki dokurnen rencana resolusi

konflik dan apabila adakonflik dapat
diselesaikan dengan baik dan runtas.

Nilai 2 jika pengelola kawasan tidak
memiliki dokumen rencana resolusi

korflik dan apabila ada konflik dapat
diselesaikan denean baik dan tuntas.

l&tl

7%

Konflik sosial



Nilai I jika pengelola kawasan tidak
memiiiki dokumen rencana resolusi

konflik dan apabila adakonflik tidak
dapat diselesaikan dengan baik dan

tunlas,

Parameter 5 ASPDK EKONOMI

5-l Status lahan yang diketola
pembudidaya ikan

I&II 50/,

Nilai 3jika >70% lahan akuakultur
beBtatus hak miliU hak guna usaha

Nilai 2jika 50% - 70% lahan

akuakulrur berstatus hak milild hak
guna usaha

Nilai I jika < 50% laban akuakultur
berstatus hak milik/ hak guna usaha

5-2 Akumulasi asset oleh pembudidaya

ikan (penumpukan modal)
]&II

Nilai 3jika>30% kemtungan usaha

akuakultur diinvestasikan sebagai
modal usaha akual'ultur

Nilai 2 jika 10%o " 30% keuntungan
usaha akuakullur diinvestasikan

kembali sebagai modal usaha
akuakultur

Nilai l jika < l0% keuntungan usaha

akuakultur diinvestasikan kembali
sebagai modal usaha akuakultur

Aksesibilitas terhadap modal sesuai

dengao kebuluhan
50/.

Nilai 3 j ika > 70% pembudidaya ikan

mudah mengakses modal usaha sesuai

dengan kebutul|an

Nilai2jika 30% - 70% pembudidaya

ikan mudah mengakses modal usaha

sesuai dengan kebutuhan

Nilai l jika < 30% pembudidaya ikan
mudah mengakses modal usaha sesuai

dengan k€butulq
5.4 Aksesibilitas aorhadap pasar I&ll

Nilai 3jika> 70% pembudidaya ikan

mengaku mudah untuk memasarkan

Nilai 2jika30% - 70% pembudidaya

ikm mengaku mudah untuk
memasiukan

Nilai l jika < 30o/o pembudidaya ikalr
mengaku mudah uftuk memasarkan

5.5 Terciptanya pasar bersaing sempuma
(fan trade)

II&IV svr

Nilai 3jika pasar bersaing sempuma

dan memberikan kepuasan kePada
penjual dan Pembeli

Nilai 2 iika hanya penjual atau pembeli

5.6 Pendapatan rumah targga
pembudidaya ikan. Catatan: HanYa

berlaku bagi pembudidaya ikan yarg
mata pencahmian utamanya adalah dari
akuakultur

I&II 5Yo

Nilai 3jika pendapatannya > UMR

Nilai 2jika pendapatannya sama

dengan UMR

Nilai I jika pendapalannya < UMR

5%

5.3 I&ll

5Yr

Nilai l jika p€njual danpembeli
m€neaku tidak Duas



5.? Kebia$rn rnenabune

Nilai 3 jiks > 7070 p€mbudidaya
memiliki kebiasaan menabuns

Nilai 2jika 30ol. - ?0% p€mbudidaya
mcmilikikebiasaan menabung

Nilai I jika < 30elo pembudidaya
memiliki kebiasaan

5.8 Keuntungan usaha dibandingkan
dengan b duksial(uakultur

I&II 5%

Nilai 3 jiks rasio keuntungan dan biaya
> I (lavak)

Nilai 2jika msio keuntungan dan biaya

Nilai I jika Iasio keuntungan dan biaya

PRTNSIP 3: TATA KELOLA t000/0

Kelembagaan I t 59;
Nilai 3 jika ada l€mbaga formal yang

jelas otoritas untuk pengelolaan
kawasan akuakultumya dan efektif

perannya

Nilai 2jika ada l.mbaga formalyarg
jelas otoritas untuk pengelolaan

kawasan akuakultumya letapi belum
efekif Derannva

Nilai I jika tid.ak ada lembaga formal
yang jelas otoritas untuk p€ngelolaan

kawasan akuakultumya

Parafieter 7 Peraluran 159',0

7.t Pemtuan RTRW dar/atau zonasi
mtuk kswasan akuakuhur

I 89i,

Nilai3 jila peraruran Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) daD/atau

mnasi secam jelas mengalur kawasan
akuakultur

Nilai 2jika peraturan RTRW dar/atau
zo[asi untuk kawasan akuakuhur
masih dalam proses penlusunarl
minimal pada tingkar sosialisasi

Nilai I jika tidak ada peraturan RTRW
dan zonasi untuk tawasan aLuakulor

1.2 Pe.aturan perizinan usaha perikanan I 8%

Nilai 3jika p€raturan perizinan usaha
perikanan relah diimplementasikan >

gw/o

Nilai 2jika peraturan perizinan usaha
perikanan telah diimplementasikan

antara 50 - 80%
Nilai I jika peratursn perizinan usaha
perikanan telal diimplemenrasikan <

5ff/o
Kepatuhan/ penegakan hukum I&II 250/o

Nilai 3 jika scmua pelanggaran
dipros€s dan ditiodaklanjuli secara

tuntas

Nilai 2jika ada pelanggarar tetapi
belum diproses dan ditindaklanjuri

secara tuntas

Nilai l jika tidak ada upaya penegakan
huhrm

Parlisipasi masyaBkar I&II l5%
Nilai 3jika >8070 pembudidaya ikan
meoyalaku puas atas pencnrua, tata

ruang unluk kawasan aloakultur

I&II

I



Nilai 2 jika 50-80% pembudidaya ikan
menyalakan puas atas penentuan tata

ruang untuk kawasan akuakultur

Nilai I jika <50% pembudidaya ika,
menyatakan puas aus pen€ntuan tata

ruarg untuk kawasan akuakultur

Parameter l0 Sinergitas Satuan Kerja Pemerintah
Daerah

I l5olo

Nilai 3 jika pemturar/ kebijakan yans
tcrkait saling sinergi dan mendukung

akuakultur

Nilai 2 jika p€raturan^ebiakan yang
ada tidak benenhnsan

Nilai I jika ada p€mtuEr, kebrakan
yang berteorangan dan berdampak

meruSikan akuakultur

Parameter I I MonitorinS dan Evaluasi I t5%

Nilai 3 jika monev pcngelolaan

kawasan dilakukan (ada lapo.an
looncvnya) dan hasilnya digunakan

untuk perbaikary'perencanaan ke Depan

Nilai 2 jika monev pengelolaan

kawasan dilakukan (ada lapor.n
moncvnya) dan hasilnya tidat

digunakan untuk
DcrbaikarvDcrcncanaan ka DaDan

Nilai I jikatidak ada k€giatan monev
p€ns€lolaan kawalan

TOTAL NILAI INDIKATOR PENERAPAN ADPD



Formulir 5
Format pelaporan hasil penilaian ADPE untuk Auditor

LAPORAN HASIL PENILAIAN ADPE
KAWASAN,.,,,

KABUPATEN PROVINSI
(BULAN/IAHUN)

BAB 1. Pendahuluan
'1.1. Lalar Belakang
1.2. Tujuan
1.3. Pengertian
BAB 2. Metodologi Penilaian
2.1. ParameterPenilaian
2.2. Pengambailan data
BAB 3. Analisa Data
3.1. Prinsip 1

3.2. Prinsip 2
3.3. Prinsip 3
BAB 4. Hasil Penilaian dan Rekomendasi
3.1. Hasil Penilaian
3.2. Rekomendasi
Lampiran
Data dukung (Surat tugas auditor, RTRWZonasi, Peraturan-peraluran Daerah, Hasil
Wawancara, Formulir Penilaian, dsb)



Formulir 6
Penetapan dan pemetaan titik pengambilan sampel untuk kawasan akuakultur

I
KETERANGAN:

(l) Titik sampel untuk sumber air
(2) Titik sampel limbah cair O

*-

(l) Titik sampel pembanding limbah cair

I
2

2



Formulir 7
Parameter mutu lingkungan pada pengamatan mutu limbah akuakultur

No Referensi

1 BOD (Biological Oxigen
Demand)

Bagian ll butir D. Bidang Perikanan Kelautan
Lampiran 1 Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup No.5 tahun 2012 tentang jenis rencana
usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki
analisis menqenai dampak lingkungan hidup

2 COD (Chemical Oxigen
Demand)

Bagian ll butir D. Bidang Perikanan Kelautan
Lampiran 1 Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup No.s tahun 20'12 tentang jenis rencana
usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki
analisis mengenai dampak lingkungan hidup

3 Kadar oksigen terlarut Bagian ll butar D. Bidang Perikanan Kelautan
Lampiran 1 Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup No.5 tahun 2012 tentang jenis rencana
usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki
analisis menqenai dampak linqkungan hidup

4 Tingkat kecerahan air Bagian ll butir D. Bidang Perikanan Kelautan
Lampiran 1 Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup No.5 tahun 2012 tentang jenis rencana
usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki
analisis menqenai dampak lingkungan hidup

5 Kadar total bahan organik Bagian ll butir D. Bidang Perikanan Kelautan
Lampiran 1 Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup No.5 tahun 2012 tentang jenis rencana
usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki
analisis mengenai dampak Iingkungan hidup

6 Kadar total nitrogen Untuk akuakultur kawasan air payau/laut

7 Kadar total phosphorous Untuk akuakultur kawasan air tawar

Parameter mutu air


